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MOTTO 
 
 
“....Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Al- Ra‟d [13]: 11). 
 
“ Jalan awal terbaik untuk mewujudkan segala impian adalah bangun dan bangkit dari 
tempat tidur” 
(Paul Valery) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 
ا Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta  T Te 
ث S|a S| Es (dengan titik diatas) 
ج Jim  J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص S{ad S{ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض D{ad D{ De (dengan titik di 
bawah) 
ط T{a T{ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Z{a Z{ Zet (dengan titik di 
 viii 
 
bawah) 
ع „Ain „__ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah __‟ Aspostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 
(  َ ) Fath{ah A A 
(  َ ) Kasrah I I 
(  َ ) D{ammah U U 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ix 
 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةه ري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 
Tanda dan huruf Nama  Gabungan huruf Nama 
ي ى Fath{ah dan ya Ai A dan I 
ى ى Fath{ah dan 
wau 
Au A dan U 
 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa  
2. لىح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Harakat dan 
Tanda 
Nama 
ي......أ Fath{ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي......أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و......أ D{ammah dan wau u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
 x 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>la 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbu>t{ah  
Transliterasi untuk ta marbu>t}ahada dua, yaitu : 
a. ta marbu>t{ahyang hidup atau mendapat harakatfath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
b. ta marbu>t{ahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya ta marbu>t}ahdiikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbu>t}ahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لافط لأا ةضوز Raud{ah al-at}fa>l 
2. ةحهط T}alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddadatautasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddad. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اى تز Rabbana> 
2. ل  صو Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti 
huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata 
sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مج  سنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif.  
Contohnya : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكا Akala 
2 نورخأت Ta‟khuduna 
3. ؤىنا An-Nau‟ 
 
8. Huruf Kapital 
 xii 
 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulusan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contohnya : 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. لىسزلاإ دمحم امو Wa ma> Muhammadun illa>rasu>l 
2. هيمناعنا بز لله دمحنا Al-h}amdu lillahi rabbil 
„a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
mkaa penulisan kata tersebut dalam transiletarsinya bisa dilakukan dengan duaa 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na /Fa 
aufu-kaila wal mi>za>na 
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ABSTACT 
 
 SIDIK WASKITO PAMUNGKAS, NIM: 15.21.2.1.059 “THE PEOPLE’S 
PERSPECTIVE ON MARRIAGE CONTRACT OUTSIDE THE OFFICE OF 
RELIGIOUS AFFAIRS IN DISTRICT SRAGEN IN DISCUSSION OF 
ANTROPOLOGY OF ISLAMIC LAW”. 
 The purposes of this research; first, to know people‟s perspective on marriage 
contract outside the office of religious affairs in district Sragen in discussion of 
antropology of  law. Second, to know the implementation of marriage contract 
outside the office of religious affairs in district Sragen in discussion of antropology 
law. 
 This research is considered as qualitative research. The source of data that is 
used by the researcher is primer and seconder source of data. The technique of 
collecting data uses interview, observation, and document analysis. Then, the data 
analysis method that is used in this research is descriptive analysis.  
 This research holds based on data from office of religious affairs in district 
Sragen, it shows in 2018 that marriage contract there are 448 marriages. Marriage 
contract outside KUA in district Sragen reaches 267, meanwhile marriage contract 
inside the KUA reaches 181. In 2017 there are 642 marriages, marriage contract 
outside KUA is 329 meanwhile marriage contract inside KUA is 313. In 2016, there 
are 487 marriages, contract marriage outside KUA is 322 meanwhile inside KUA is 
165. Another thing that is important in the research is to dig out the opinion and 
perception of KUA‟s officers in district Sragen and also its people regarding to 
marriage contract outside KUA. 
 The result of this research, could be concluded that the majority of people tend 
to choose the marriage contract outside KUA. This is affected by cultural factor, 
factor of easiness and to avoid horrible assumption from society. So that, people 
tend to choose to have marriage contract outside KUA. The office of religious 
affairs as the implementation of government concern in order to keep the existence 
of Islamic law and legal order that develop in society in marriage aspect.as its 
problem and implementation, if it is discussed by sociology of Islamic law, thus, it 
shows a standpoint that the problem is caused by a friction among instances, society 
and law. 
 
Keyword(s): perception, marriage contract, antropology of law 
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ABSTRAK 
 
 
SIDIK WASKITO PAMUNGKAS, NIM: 15.21.2.1.059 “PERSEPSI 
MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR 
URUSAN AGAMA KECAMATAN SRAGEN DALAM KAJIAN 
ANTROPOLOGI HUKUM”. 
Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui persepsi masyarakat pada 
pelaksanaan Akad Nikah  di luar Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sragen. Kedua, 
untuk mengetahui pelaksanaan Akad Nikah diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sragen menurut Antropologi Hukum  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang 
digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.  
Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sragen menunjukan tahun 2018 jumlah pelaksanaan akad nikah 448 
pernikahan. Akad nikah di luar KUA pada Kecamatan Sragen mencapai 267, akad nikah 
di KUA 181 pernikahan. Pada 2017 jumlah pernikahan sebanyak 642, akad nikah di 
luar KUA 329 dan akad nikah di KUA 313 sedangkan pada tahun 2016  jumlah 
pernikahan sebanyak 487, akad nikah di luar KUA 322 dan akad nikah di KUA 165. 
Selanjutnya hal yang penting dalam penelitian ini yaitu menggali pendapat atau persepsi 
dari Pegawai KUA Kecamatan Sragen dan Masayarakat terkait pelaksanaan akad nikah 
di luar KUA. 
Adapun hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
masyarakat lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini 
dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaanya serta menghindari 
prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak masyarakat lebih memilih 
melaksanakan akad nikah di luar KUA. Kantor Urusan Agama sebagai perwujudan 
dan kepedulian Pemerintah dalam menjaga eksistensi hukum Islam dan ketertiban 
hukum yang berkembang dimasyarakat dalam hal perkawinan, dengan adanya 
problematika dalam pelaksanannya jika, dikaji dalam aspek sosiologi hukum Islam. 
Maka, menunjukan suatu pandangan bahwa masalah tersebut dikarenakan gesekan 
antara lembaga, masyarakat dan hukum. 
 
Kata Kunci: Persepsi, Akad Nikah, Antropologi Hukum  
 xviii 
 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ........................................... iii 
HALAMAN NOTA DINAS ................................................................................. iv 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... v 
HALAMAN MOTTO ........................................................................................... vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................... viii 
KATA PENGANTAR  .......................................................................................... xv 
ABSTRACT  ........................................................................................................... xvii 
ABSTRAK ............................................................................................................. xviii 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xix 
DAFTAR LAMPIRAN  ........................................................................................ xx 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah  .................................................................................... 5 
C.  Tujuan Penelitian  ...................................................................................... 5 
D.   Manfaat Penelitian .................................................................................... 6 
E.  Kerangka Teori .......................................................................................... 6 
F. Tinjauan Pustaka  ........................................................................................ 11 
G.  Metode Penelitian ...................................................................................... 14 
 xix 
 
H. Sistematika Penulisan Skripsi ..................................................................... 19 
BAB II LANDASAN TEORI  
A. Persepsi   ..................................................................................................... 20 
1. Pengertian Persepsi .............................................................................. 20 
2. Syarat Terjadinya Persepsi ................................................................... 22 
3. Proses Pembentukan Persepsi  ............................................................. 22 
4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  .................................................. 23 
B. Akad Nikah ................................................................................................. 24 
1. Pengertian Akad Nikah ........................................................................ 24 
2. Dasar Hukum Akad Nikah ................................................................... 26 
3. Syarat-syarat Akad Nikah .................................................................... 27 
4. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA  ........................... 31 
C. Antropologi Hukum .................................................................................... 33 
1. Pengertian Antropologi ........................................................................ 33 
2. Pengertian Pendekatan Antropologi ..................................................... 35 
3. Pendekatan Antropologi dalam studi Islam ......................................... 35 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sragen ............................................... 38 
1. Sejarah KUA Kecamatan Sragen ......................................................... 38 
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sragen ...................................... 40 
B. Persepsi Masyarakat Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA ..................... 43 
1. Akad Nikah di Luar KUA persepsi KUA ............................................ 43 
2. Akad Nikah di Luar KUA persepsi Tokoh Masyarakat ....................... 50 
3. Akad Nikah di Luar KUA persepsi Orang tua dan Pengantin ............. 56 
 
 xx 
 
BAB IV PEMBAHASAN 
A. Persepsi Masyarakat pada Akad Nikah di Kecamatan Sragen  ................ 65 
B. Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA menurut Antropologi Hukum ..... 70 
BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  .............................................................................................. 73 
5.2 Saran ......................................................................................................... 74 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 75 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah 
terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina 
keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam 
mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial 
ekonomi. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil 
yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu 
masyarakat, bangsa dan negara.
1
 
Pernikahan adalah peristiwa pendeklarasian sesuatu yang tadinya haram 
menjadi halal atas nama Allah SWT. Laki laki dan perempuan sebelum menikah 
haram hukumnya bersentuhan, apalagi berhubungan badan, akan tetapi dengan 
adanya pernikahan yang dilakukan hanya dengan mengucapkan akad, sesuatu yang 
haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah disisi Allh SWT.
2
 
Akad nikah menurut masyarakat adalah suatu hal yang sakral dan 
diagungkan, karena dalam kehidupan seseorang pencapaian terbesar adalah berumah 
tangga. Akad nikah dapat dibagi menjadi dua, yakni akad nikah di Kantor Urusan 
Agama (KUA) dan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Pada 
pelaksanaannya yang membedakan salah satunya tempat pelaksanaanya, jika akad 
                                                             
1
 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 7. 
2
 Cholil Nafis, Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinan, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga 
Sehat Sejahtera dan berkualitas), (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm 8. 
2 
 
 
nikah di kantor bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan akad nikah di 
luar kantor bertempat di rumah salah satu calon pengantin.
3
 
Secara normative ketentuan yang berlaku bahwa akad nikah dilaksanakan di 
Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, tradisi yang berkembang pada sebagian 
masyarakat jika menikah di KUA merupakan hal yang kurang baik, konotasi seperti 
ini sering terjadi. Bahkan kebanyakan masyarakat lebih memilih menikah di rumah 
masing-masing daripada di KUA. Menurut Bapak Bambang selaku sekertaris di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen menjelaskannya bahwa yang 
terjadi masalah besar yaitu karena tidak ada payung hukum tentang pemberian uang 
dari warga dan kebanyakn dari warga ingin akad nikah dilaksankan di rumahnya 
masing-masing, keinginan juga setalh menikah dapat memperoleh langsung buku 
nikah.
4
 
Dalam Pasal 21 Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pencataan Nikah, pernikahan dalam hal akad nikah dilakukan di Kantor Urusan 
Agama, namun dapat juga dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA)  atas 
permintaan  calon pengantin dan atas persetujuan  Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
Namun, sejatinya untuk memudahkan administrasi pencatatan pernikahan 
dilaksankan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kenyataannya nikah diluar kantor 
ternyata lebih banyak dilakukan daripada nikah di dalam kantor, sumber yang 
                                                             
3 Wahab, Abdul Jamil, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA), 
(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagaman Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 
2014), hlm. 11. 
4
 Bambang, Sekertaris  Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Wawancara pribadi, 18 Januari 
2019, jam 10.30 – 11.00 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen jumlah perkawinan 
dari tahun 2014-2018  mengalami peningkatan.
5
  
Tabel 1 
Jumlah Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen 
Desa 
Kecamatan 
Sragen 
Tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 
di 
KUA 
diluar 
KUA 
di 
KUA 
diluar 
KUA 
di 
KUA 
diluar 
KUA 
di 
KUA 
diluar 
KUA 
di 
KUA 
diluar 
KUA 
Sine 35 55 10 51 14 45 32 65 21 42 
Sragen 
Kulon 
18 22 25 18 19 23 28 32 19 34 
Sragen 
Tengah 
12 15 18 15 10 26 24 28 25 30 
Sragen 
Wetan 
80 47 27 71 36 74 81 80 22 82 
Tangkil 10 38 20 45 21 69 25 12 23 16 
Nglorog 72 24 10 41 15 17 43 43 35 14 
Kedungpit 52 12 30 21 26 13 11 24 17 19 
Karang 
Tengah 
73 47 96 57 24 55 69 45 19 30 
Total 352 260 236 319 165 322 313 329 181 267 
Sumber: Data Kantor Urusan Agama  Kecamatan Sragen 
Dari tabel 1 menunjukkan adanya kenaikan nikah diluar kantor, dari tahun ke 
tahun peningkatan terus terjadi. Dampaknya nikah diluar kantor adalah 
dikhawatirkannya kurang efektifnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam 
menjalankan tugas, karena jika seandainnya nikah di dalam kantor dalam sehari bisa 
lebih dari 10 kali menikah kan, namun bila dilakukan diluar kantor hanya dapat 
terlaksana 3 sampai 5 saja, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya karena 
jarak antara calon pengantin satu dengan urutan pengantin berikutnya yang jauh, 
penyesuaian waktu acara yang tiap orang yang berbeda. 
Peraturan Pemerintah  nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas  
Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif  atas jenis penerimaan 
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 Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen 
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negara  bukan pajak  yang berlaku pada  Departemen Agama,  menikah di KUA Rp 
0,- dengan tujuan agar menarik minat masyarakat untuk menikah di KUA, 
diharapkan  dengan adanya  peraturan  tersebut  masyarakat dapat tertarik 
melangsungkan  akad nikah di kantor dan tentunya menghindari adanya pembebanan 
tarif Rp 600.000,00 jika menikah diluar kantor dan agar masyarakat tidak terbebani 
dengan biaya tersebut selain itu, untuk mencegah adanya pungutan liar atau upah 
diluar aturan yang berlaku. 
Di kabupaten Sragen khususnya kecamatan Sragen mayoritas masyarakat 
beragama Islam. Berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Sragen beliau mengatakan bahwa pernikahan diluar kantor di 
kecamatan Sragen yang paling tinggi di Desa Sragen Wetan dibandingkan dengan 
desa lainnya.
6
 
Adanya kenaikan akad nikah di luar kantor menandakan belum adanya 
ketertarikan masyarakat terhadap akad nikah di kantor, banyak yang masih memilih 
dilaksanakan  dirumah, Disisi lain alasan menikah diluar kantor yakni adannya faktor 
jarak yang dilalui dirasa jauh dan tentunya menggunakan transport tambahan untuk 
mengangkut sanak keluarga dan berdampak pada menambahnya biaya, disamping itu 
juga adanya mitos bahwa menikah dirumah itu lebih banyak berkahnya karena 
disaksikan oleh banyak orang terutama tetangga sekitar, jika di kantor tidak banyak 
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yang menghadiri dikarenakan tidak cukupnya ruang atau tempat untuk menampung 
para sanak saudara yang ingin menyaksikan akad nikah.
7
 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat 
permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Pada 
Pelaksanaan Akad Nikah Di luar Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Sragen 
Dalam Kajian Antropologi Hukum”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang diatas dan memperjelas arah penelitian ini, 
maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaiman  persepsi masyarakat pada pelaksanaan Akad Nikah  diluar 
Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Sragen? 
2. Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah diluar Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sragen menurut Antropologi Hukum? 
C. Tujuan Penelitian 
Berikut tujuan diharapkan bisa mencapai dalam penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui persepsi masyarakatpada pelaksanaan Akad Nikah  
diluar Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Sragen. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad Nikah diluar Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sragen menurut Antropologi Hukum. 
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 Mulyono, Calon Pengantin, Wawancara pribadi, 9 januari 2019, jam 09.30- 10.00 WIB. Dikutip 
dengan ijin. 
6 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menambah 
khazanah keilmuan dan kajian antropologi hukum, khususnya di dalam 
pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan diluar 
Kantor Urusan Agama. Dengan penelitian ini juga dapat menghasilkan tulisan 
yang membahas tantang lembaga dalam sistem pranata hukum.  
2. Secara praktis 
a. Akademis atau pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi 
penulis sendiri menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan 
mengenai pelaksanaan akad nikah di luar kantor dan juga pemahaman  
dalam kajian  Hukum Islam serta memberi wawasan kepada orang yang 
berhubungan langsung dengan pelaksanaan akad nikah. 
b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi KUA dalam meningkatkan kualitas kerja di masyarakat 
E. Kerangka Teori 
1. Persepsi Masyarakat 
Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrateed, maka seluruh apa yang 
ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, 
kerangka acauan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat 
akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.
8
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 Walgito. Bimo, Psikologis Sosial (suatu pengantar), (Yogyakarta, Andi,2010), hlm. 54. 
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Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: 
perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. 
Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan 
dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh 
pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka 
ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi 
karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk 
mempengaruhi yang mempersepsi. 
Pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut 
society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus,bahwa 
masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti 
adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat 
dan sebaginya.  
Sehingga masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling 
bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan 
prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat 
tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.
9
 
Maka, persepsi masyarakat terhadap akad nikah di luar kantor berarti 
pandangan atau gambaran masyarakat (dalam hal ini masyarakat Kecamatan 
Sragen) yang dihasilkan dari penangkapan indera mereka atau pengalaman 
mereka secara langsung terkait kinerja pelayanan yang diberikan oleh KUA atau 
petugasnya dalam pencatatan nikah serta biaya yang dibayarkan untuk 
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pencatatan pengurusan (pencatatan) nikah tersebut, yang kemudian diproses 
dalam diri mereka dengan dipengaruhi oleh faktor internal dalam diri mereka. 
2. Akad Nikah 
Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Kata akad artinya 
janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
10
 Atau secara 
sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.
11
 Akad nikah adalah perjanjian 
yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam 
bentuk ijab dan qabul.
12
 Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi 
Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah 
adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh 
mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
13
 
Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak 
calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan 
pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan 
perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang 
berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.
14
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 KBBI Offline 
11
 Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet.1, hlm. 
34. 
12
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, 
2001), hlm. 61. 
13
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi 
Pertama, 1995), hlm. 113. 
14
 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 
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Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria 
yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di 
depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan 
qabul.
15
 Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang 
dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak 
wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat 
ijab dan qabul. 
3. Antropologi Hukum 
Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti "manusia", dan logos 
yang berarti ilmu.
16
 Kata antropologi dalam bahasa Inggris yaitu “anthropology” 
yang didefinisikan sebagai the social science that studies the origins and social 
relationships of human beings atau the science of the structure and functions of 
the human body.
17
  yaitu (ilmu sosial yang mempelajari asal-usul dan hubungan 
sosial manusia atau Ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia). 
Antropologi juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya 
tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya 
pada masa lampau.  Menurut Koentjaraningrat antropologi adalah ilmu yang 
mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, 
bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa 
pengertian seperti yang telah dikemukakan, dapat disusun suatu pengertian yang 
sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang 
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 Ibid, hlm 35 
16
 Wawan, Definisi antropologi, lihat di http://wawan-satu.blogspot.com/2011/11/definisi-
antropologi.htmldiakses tanggal 02 Oktober 2019. 
17
------------, Kamus Inggris IndonesiIndonesian English Dictionary,   http://www.xamux.com/eng-
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manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, 
tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu 
dengan yang lainnya berbeda-beda.
18
 
Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan 
sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik 
keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan 
ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi 
manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata 
lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam 
melihat suatu masalah digunakan dalam disiplin ilmu agama. Antropologi dalam 
kaitan ini sebagaimana dikatakan Dawam Raharjo, lebih mengutamakan 
pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif.  
Dari sini timbul kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif yang 
mengimbangi pendekatan deduktif sebagaimana digunakan dalam pengamatan 
sosiologis. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded, yaitu turun ke 
lapangan tanpa berpijak pada, atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan 
diri dari kungkungan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak 
sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang 
menggunakan model-model matematis, banyak juga memberi sumbangan kepada 
penelitian historis.
19
 
 
                                                             
18 Wawan, Loc. Cit. 
19 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pres, 
2012), hal. 35. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 
pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian ini yaitu pada persepsi 
masyarakat pada akad nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA). 
Agar dapat diketahui secara signifikansi atau perbedaan penelitian terdahulu dengan 
penelitian yang akan dilakukan baik secara teori, metodologi dan lain sebagainya. 
Pertama, Tesis yang ditulis oleh Muhazir dari Fakultas Syariah jurusan 
Hukum Keluarga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  dengan judul “Pelaksanaan  
Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama (2014)”. Tesis ini membahas mengenai 
faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad  nikah diluar KUA, 
padahal dalam PMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Pasal 21 ayat 1 
menjelaskan akad nikah dilakukan di KUA, meskipun ada altenatif lain yaitu boleh 
akad  nikah dilaksanakan diluar KUA jika ada persetujuan dari PPN dan selanjutnya 
hal yang penting dalam penelitian ini yaitu menggali pendapat PPN dan Masyarakat 
terkait praktek pelaksanaan akad nikah di luar KUA.  
Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Mayoritas warga lebih memilih 
melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, 
faktor kemudahan pelaksanaanya serta menghindari prasangka buruk dari 
masyarakat. (2) PMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah disatu sisi mengatur 
tentang pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, ketentuan ini dirasakan oleh PPN 
masih ada yang kurang yaitu terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah di 
12 
 
 
luar KUA, dalam peraturan ini tidak menjelaskan terkait tentang biaya operasional di 
luar KUA dan diluar jam kerja.
20
 
Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Marmiati Mawardi dari Universitas Islam 
Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Pelayanan  Pencatatan Pernikahan oleh 
KUA  di kabupaten Pemalang”. Penelitian membahas kualitas pelayanan KUA 
dalam hal pernikahan dan kepuasan pelanggan dengan melihat gap antara kebutuhan 
layanan bagi masyarakat.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Indeks kepuasan pelayanan pernikahan 
mencapai 86,96 angka ini menunjukkan katagori pelayanan pernikahan di Kabupaten 
Pemalang baik. Empat dari kelima indikator pelayanan dinyatakan sangat baik 
artinya pelayanan KUA sangat memuaskan pelanggan. Satu indikator yang menurut 
pandangan masyarakat adalah baik, adalah tangible atau bukti fisik. Meskipun 
menurut masyarakat baik secara kasat mata masih perlu adanya peningkatan dalam 
penyediaan prasarana. Gap antara kenyataan dan ekspektasi masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan pernikahan di Kabupaten Pemalang cenderung positif karena 
antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna layanan nilainya 
lebih besar.
21
 
Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Ali Firdaus yang berjudul “Pengembangan 
Masyarakat Islam KUA Kota Metro Provinsi Lampung yang berjudul Pelaksanaan 
Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 
                                                             
20 Muhazir, “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan PPN dan 
Masyarakat Kota Malang)”. Tesis, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim 
Malang, Malang, 2014, hal. 130 
21 Mawardi, Marmiati, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan oleh KUA di Kabupaten Pemalang 
Jawa Tengah” Jurnal Al Ahkam (Pemalang) Vol. 03 Nomor 1, 2017, hlm 67-78 
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DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi di KUA Berbagai Tipe di Provinsi Lampung)”. Penelitian 
ini membahas pembantu PPN diangkat dan diperbantukan pada Kementerian Agama 
namun tidak diiringi dengan kejelasan penghasilan dari profesi yang dijalaninya dan 
masyarakat tidak tahu tentang tugas-tugas pokok Pembantu PPN.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa (1) Sejak ditetapkannya 
Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan 
Pembantu Pegawai Pencatat, tidak ada lagi perpanjangan masa kerja dan tidak ada 
pengangkatan Pembantu PPN baru. (2) Sejak ditetapkannya Instruksi Dirjen Bimas 
Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah, Pembantu PPN di KUA Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung tidak 
lagi melaksanakan tugas-tugas sebagai Pembantu PPN. Sedangkan di KUA 
Kecamatan Natar, KUA Kecamatan Padang Cermin dan KUA Kecamatan Marga 
Punduh sebagian Pembantu PPN masih melaksanakan tugas pencatatan nikah.
22
 
Berdasarkan  telaah  pustaka di atas penulis menyimpulkan bahwa penelitian 
ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena titik tekan pada penelitian ini yaitu 
pada persepsi masyarakat pada pelaksanaan akad nikah diluar kantor berdasarkan 
kajian sosiologi hukum Islam. Maka penelitian ini akan fokus pada judul “Persepsi 
Masyarakat Pada  Pelaksanaan Akad Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Di 
Kecamatan Sragen Dalam Kajian Antropologi Hukum”.  
 
 
                                                             
22
Firdaus, Ali. “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Dirjen 
Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi di KUA Berbagai Tipe di Provinsi Lampung).” 
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G. Metode Penelitian 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 
lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif 
dan sosiologis hukum Islam. Pendekatan yuridis dilakukan dalam kehidupan 
atau kenyataan sebenarnya dan mengacu pada norma-norma yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada 
dalam masyarakat,
23
 serta sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk 
mendekati masalah-masalah dengan cara melihat keadaan pelaksanaan akad 
nikah diluar kantor. 
2. Sumber Data 
Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 
pustaka.
24
 
a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti bersangkutan.
25
 Dalam 
penelitian ini peneliti akan mewawancarai pegawai Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Sragen dan peserta yang terlibat dalam pelaksanaan 
                                                             
23 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105 
24
 Ibid, hlm.106 
25
 Ibid 
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akad nikah diluar kantor 2018. Peneliti akan menggunakan sampel acak 
dari beberapa populasi di Kecamatan Sragen.  
Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan unsur atau elemen 
yang menjadi objek penelitian,
26
 yaitu seluruh pegawai Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Sragen dan peserta yang melakukan akad nikah 
diluar kantor pada tahun 2018. Sedangkan sampel adalah bagian dari 
populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek 
penelitian.
27
   
Sampel yang akan diambil peneliti dengan cara acak yaitu yaitu 
Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen dan pasangan 
yang melakukan akad nikah diluar kantor pada tahun 2018 berdasarkan 
kategori pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang ada di Kecamatan 
Sragen pada tahun 2018. Peneliti mengambil 9 sampel yang terdiri dari 3 
pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen, 2 calon 
pengantin, 2 pasca calon pengantin serta mertua dan orang tua dari 
pasangan pengantin. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang menyangkup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, 
dan seterusnya.
28
 Diambil atau dikumpulkan dengan cara 
kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti 
                                                             
26
 Ibid, hlm. 98. 
27
 Ibid 
28
 Ibid, hlm 106. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang 
memuat ketentuan pelaksanaan akad nikah diluar Kantor UrusanAgama 
(KUA), buku-buku usul fiqh, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan 
dengan pelaksanaan akad nikah diluar kantor. 
Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah, dan Pemerintah  nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalan penelitian ini, teknik pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data dan mempunyai ciri 
yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi 
dilakukan dengan melihat langsung di lapangan yang digunakan untuk 
menentukan faktor layak yang didukung untuk menentukan faktor layak 
yang didukung melalui wawancara.
29
 
Observasi penelitian ini dimulai dari hasil pengamatan selama 
peneliti melakukan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) pada bulan 
                                                             
29 Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). 
(Bandung: Alfabeta), hlm. 203 
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Oktober 2018. Dan observasi selanjutnya yang peneliti lakukan, peneliti 
menanyai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui WhatsApp pada bulan 
Januari 2019 sehingga mendapatkan data jumlah perkawinan yang 
dilakukan di kantor maupun diluar kantor. Kemudian peneliti melakukan 
wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen dengan 
Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen untuk 
mengklarifikasi mengenai data peneliti dapat dari pihak Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) pada 10 Januari 2019. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan cara interaksi dan komunikasi antara 
pengumpul data dan narasumber. Wawancara dapat diartikan sebagai cara 
mengumpulkan data langsung yang diperoleh dari narasumber baik dengan 
cara dicatat maupun direkam menggunakan alat perekam.
30
  
Wawancara yang dilakukan semi-terstruktur dan mendalam kepada 
Ketua, Fungsional Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen, Takmir Masjid di Desa 
Sragen Wetan, RT, RT, Orang tua dan Pasangan Pengantin maupun Calon 
Pengantin. 
Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara 
langsung yang mendalam dengan responden, dengan mencatat opini 
mereka. Dan untuk informan yang dipilih yaitu melalui penelusuran orang-
                                                             
30 Ibid, hlm. 204 
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orang yang berkompeten dan dapat mewakili dalam penggalian informasi 
yang dibutuhkan oleh penulis. 
c. Dokumentasi 
Studi dokumentasi yaitu metode yang menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, peraturan-
peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Dalam hal ini yang 
dibutuhkan peneliti adalah data tentang peraturan yang mendasari aturan 
pelaksanaan perkawinan,jumlah penduduk yang melaksanakan perkawinan 
di kantor maupaun diluar kantor, dan dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-
data darihasil wawancara dan hasil pengamatan, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode deduktif. Metode deduktif, yaitu analisis dari data atau 
kesimpulan yang bersifat umum, dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan 
yang bersifat khusus. 
H. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut: 
Bab I: Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjuan 
pustaka,  metode penelitian, dan sistematika penulisan . 
Bab II :  Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan teori umum yang relevan 
dengan permasalahan penelitian. Teori teori itu berfungsi untuk menganalisis data. 
19 
 
 
Bab III : Deskripsi Data Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang 
gambaran lokasi penelitian dan data data yang relevan dengan penelitian, yang akan 
dianalisis.  
Bab IV : ANALISIS. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan tentang 
analisis data penelitian dengan menggunakan teori teori yang telah dituangkan 
dalam bagian teori dan tinjauan umum. 
Bab V : PENUTUP. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran 
saran. 
20 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Persepsi 
1. Pengertian Persepsi 
Persepsi dari bahasa latin perceptio, percipio adalah tindakan menyusun, 
mengenali dan menafsirkan  informasi  sensoris guna memberikan gambaran dan 
pemahaman tentang lingkungan.
1
 Istilah persepsi biasanya digunakan untuk 
mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun sesuatu 
kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang 
menggabungkan dan mengorganisis data-data indera kita (penginderaan) untuk 
dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari. 
Definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan untuk 
membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu 
objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi 
melibatkan proses interprestasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa 
atau objek.
2
 Dalam pandangan al-qur’an persepsi adalah fungsi psikis yang 
penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan 
yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah 
diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan 
                                                             
1
 Schacter, Daniel, Psychology,( Worth Publishers,2011), hlm.5. 
2
 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi:Suatu pengantar Dalam Perseptif Islam, (Jakarta: Kencana, 
2004), edisi ke-1, cet ke-3, hlm.110. 
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fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan 
makhluk Allah lainnya.
3
 
Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat 
disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, 
bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti 
adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat 
dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal 
dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga 
para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa 
masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi 
karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang 
merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang 
bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.
4
 
Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau 
pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul 
berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedu 
rmerupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat 
kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui 
interpretasi data indera.  
 
 
                                                             
3
 Ibid, hlm.137. 
4
 Mussadun, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang : ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992. “Tata Loka Vol 5”, (Semarang, 2000), hlm.86 
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2. Syarat Terjadinya Persepsi 
Menurut Su’adah, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:5 
a. Adanya objek yang dipersepsikan, 
Objek menimbulkan stimulasi yang mengenai alat indera reseptor. Stimulasi 
dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) dapat datang 
dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja 
sebagai reseptor. 
b. Adanya alat indera/ reseptor yang cukup baik, 
Yaitu alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syaraf 
sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke 
pusat sususan syaraf sensoris yaitu otak sebagi pusat kesadaran. Dan sebagai 
alat untuk mengadakan respons diperlukan syarat motoris. 
c. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi.  
Sesuatu diperlukan pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama 
sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak 
akan terjadinya persepsi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan untuk 
mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis 
dan psikologis. 
3. Proses Pembentukan Persepsi 
Menurut Miftah Toha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa 
tahapan, yaitu:
6
 
                                                             
5
 Fauzik Lendriyono Su’adah, Pengantar Psikologi, (Malang, Banyumedia Publishing, 2003), hlm, 
32) 
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a. Stimulus atau rangsangan 
Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu 
stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungan. 
b. Registrasi 
Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik 
yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat 
indera yang dimulikinya. Sesorang dapat mendengarkan atau melihat informasi 
yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim 
kepadanya tersebut. 
c. Interprestasi 
Interprestasi merupakan  suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting 
yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimnya. Proses 
interprestasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan 
kepribadian seseorang. 
4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal:
7
 
a. Faktor internal 
Faktor intenal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam 
menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang 
                                                                                                                                                                      
6
 Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), hlm,154 
7
 Ibid 
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banyak misalnya. Dalam hal ini faktor internal yang mempengaruhi persepsi, 
yaitu : Usia, Pendidikan, dan pekerjaan. 
1) Usia  
Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai ulang 
tahun. Semakin cukup umur, kematengan dan kekuatan seseorang akan lebih 
matang dalam berpikir dan bekerja, semakin tua umur seseorang konstruktif 
dalam menggunakan koping pengetahuan yang diperoleh.
8
 usia sangat 
mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang dan semakin 
cukup umur, tingkat kematengan dan kekuatan seseorang akan lebih  matang 
dalam berpikir dan bekerja. 
2) Pendidikan  
Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa orang yang mempunyai pendidikan 
tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasional dibandingkan dengan 
orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. 
3) Pekerjaan  
Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Masyarakat 
yang sibuk bekerja hanya memiliki sedikit waktu untuk memperoleh 
informasi. Dengan bekerja seseorang dapat berbuat sesuatu yang bernilai, 
bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang baik tentang suatu hal sehingga 
lebih mengerti dan akhirnya mempersepsikan sesuatu itu positif  
b. Faktor eksternal  
                                                             
8  
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Faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal, yaitu faktor yang berasal 
dari luar diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu. Dalam 
hal ini faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, yaitu informasi, dan 
pengalaman. 
1) Informasi  
Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan 
seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya 
seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki  
2) Pengalaman  
Pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan 
dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman 16 masa 
lalu atau apa yang kita pelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan 
interpretasi. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman 
tidak selalu lewat proses belajar formal.  
B. Akad Nikah 
1. Pengertian Akad Nikah 
Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad 
artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan 
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
9
 Atau secara 
sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.
10
 Akad nikah adalah perjanjian 
yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam 
                                                             
9
 KBBI Offline versi 1.1 
10
 Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, 
hlm. 34. 
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bentuk ijab dan qabul.
11
 Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum 
Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah 
rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh 
mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
12
 
Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dam pihak 
calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan 
pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan 
perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang 
berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.
13
  
Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang 
menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan 
(paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan 
qabul.
14
Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang 
dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak 
wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab 
dan qabul. 
Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri 
dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan 
                                                             
11
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media), Cet. 2, 
hlm. 61. 
12
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi 
Pertama, 1995), hlm. 113. 
13 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), Cet.1, hlm. 73. 
14
 Ibid, hlm.35. 
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oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul.
15
 
Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam 
pernikahan. 
Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu 
pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan 
qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan 
ijab tersebut.
16
 Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, 
sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.
17
 Qabul yang 
diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan 
secara tegas.
18
 
2. Dasar Hukum Akad Nikah 
Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. 
Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad 
nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.: 
                         
  
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu 
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” 
(Q.S. An-Nisa/4:21).
19
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013, Cet. 3, hlm. 79. 
16
 Dahlan Aziz (Ed), Ensiklopedi Hukum Islami, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, hlm. 
1331. 
17
 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra 
Group), 1993, Cet.1, hlm. 22. 
18
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja‟far Shadiq, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: 
Lentera, 2009, Cet. 1, hlm. 262. 
19
 Departemen Agama RI, A-Qur‟an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
2002, hlm. 105 
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Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang 
dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara 
mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. 
Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau 
berkhutbah yang artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, 
sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, 
dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah” (HR. Muslim).20 
Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur’an, dan 
dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij. Maka, 
dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan 
dari keduanya.
21
 
Kutipan arti dari khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat 
yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah penikahan. Ucapan tersebut adalah 
akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita. 
3. Syarat-syarat Akad Nikah 
Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru 
dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah 
terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
22
 
                                                             
20
 Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I, Semarang: Toha 
Putra, t. Th, hlm. 593. 
21
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th, hlm. 382 
22
 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. 
Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, 
hlm. 413. 
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a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon 
mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang 
yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih 
kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah. 
b. Ijab dan qabul 
1) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.  
Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan 
kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara 
sighat ijab dan sighat qabul
23
 dan menghalangi peristiwa ijab-qabul. 
2) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab 
Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik 
dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih 
tegas.
24
 Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu 
dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si 
mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus 
ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan 
lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya. 
3) Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-
masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. 
Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya 
menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya 
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013, Cet. 3, hlm. 87-88 
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ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini 
adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan 
dalam ijab dan qabul.
25
 
Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah 
ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau 
dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan 
yang dibuat dalam akad nikah ada tiga
26
, yaitu: 
a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini 
terdapat dua bentuk: 
1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah.  
Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya 
dengan syarat tanpa mas kawin”.27 
2) Merusak tujuan pokok akad nikah.  
Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya 
yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama 
dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-
syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada 
suami untuk menyetubuhi istrinya. 
b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini 
terdapat juga dua bentuk: 
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 Ibid, hlm.88 
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 Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer 
(1), Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996, cet. 2, hlm. 49. 
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 Ibid, hlm.50. 
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1) Merugikan pihak ketiga secara langsung.  
Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) 
supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap 
tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash 
yang jelas.
28
 
2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita.  
Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat 
seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha.
29
 
a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya 
batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu 
orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya 
melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, 
karena hal itu tidak patut.
30
 
b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib 
dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan 
akad nikahnya. Allah swt. berfirman: 
              
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... 
(Q.S. Al-Maidah/5:1) 
 
 
Dalam salah satu hadist-Nya, Rasulullah SAW. Bersabda yang 
artinya: “Diceritakan kepada kami dari Abu al-Walid Hisyam bin Abdi al-
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 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, hlm. 28. 
30
 Ibid, hlm.53 
32 
 
Malik, dari Lais, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khoir, dari Uqbah, 
dari Nabi saw. Beliau bersabda:“Syarat yang paling utama untuk dipenuhi 
adalah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin.” 
(H.R. Al-Bukhori). 
c. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal 
yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan 
harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama 
keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai 
dengan tujuan nikah.
31
 
4. Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama dan di Luar Kantor 
Urusan Agama 
a. Nikah di Kantor Urusan Agama 
Akad nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap orang 
yang ingin menghahalkan pasangannya. Peraturan  tentang pernikahan serta 
prosedur pernikahan telah diatur dalam peraturan baik dalam bentuk UU, 
Instruksi maupun Peraturan Menteri Agama (PMA). Ketentuan ini semua 
bertujuan untuk mengakomodir agar tidak terjadinya kerancuan dalam 
pelaksanaannya serta untuk menyelaraskan bagi setiap orang muslim dalam 
melaksanakan pernikahan, sehingga keteraturan administrasi bisa terwujud 
dengan baik. 
Perihal pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam KHI Pasal 28 yang 
menjelasakan bahwa Akad nikah dilaksankan sendiri secara pribadi oleh wali 
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nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. 
Namun, dalam KHI tidak mengatur tentang tempat pelaksanaan akad nikah. 
Kehadiran PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bertujuan untuk 
melengkapi dari pasal 28 dalam KHI tersebut.  
Mengenai tempat pelaksanaan akad nikah diatur pada pasal 21  Ayat (1) 
dan (2) PMA No 1 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang pada Ayat (1) 
menegaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Kemudian pada ayat 
(2)dijelaskan juga bahwa akad nikah dapat dilaksanakn di luar KUA atas 
persetujuan PPN dan permintaan calon pengantin. Tujuan dari pasal ini untuk 
mengoptimalisasikan fungsi KUA sebagai balai nikah. 
Letak problematika dalam PMA terkait dengan pelaksanaan akad nikah di 
KUA yaitu berkaitan dengan pembiayaan operasioanl bagi PPN,PPPN dalam 
melakukan proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA, karena memang tidak 
bisa dipungkiri bahwa KUA tidak mendapatkan dana operasional pelaksanaan 
di luar KUA dan selama ini biaya operasional datang dari masyarakat. Tetapi 
pada dasarnya PPN Kecamatan Sragen lebih suka melaksanakan akad nikah di 
KUA, karena jika akad nikah dilaksanakan di KUA banyak kemudahan yang 
dicapai, salah satunya yaitu ketepatan jam pelaksanaan akad nikah sehingga 
tidak terjadi penguluran waktu. 
b. Nikah di Luar Kantor Urusan Agama 
Prinsip PMA No 11 Tahun 2007 bahwa pernikahan harus dilaksanakan di 
Kantor Urusan Agama, adalah merupakan upaya optimalisasi fungsi Kantor 
Urusan Agama sebagai Balai Nikah dan mempermudah proses verifikasi 
34 
 
sebelum dilakukan pencatatan pernikahan. Optimalisasi KUA sebagai Balai 
Nikah umat Islam juga mempertegas bahwa Kantor Urusan Agama bukan 
satuan kerja memiliki unit kerja yang meliputi pembinaan berbagai agama, 
tetapi hanya sebagai unit kerja yang sekedar pelaksana teknis Direktorat 
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian 
tugas Kantor Kementrian Agama Kota/Kabupaten dibidang urusan agama 
Islam. 
Namun, penerapannya yang paling banyak terjadi bahwa mayoritas 
masyarakat tidak memeahami ketentuan pasal 21 ayat (1), yang menjadi tradisi 
dimasyarakat bahwa pernikahan dilakukan di luar KUA. Ini menunjukan 
bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) lebih efektif dalam pelaksanaanya. Hal ini 
disebabkan karena akad nikah tidak berhubungan dengan gama dan norma 
hukum saja melainkanberhubungan dengan budaya, klenik serta adat-adat yang 
telah menjadi suatu hal yang melekat pada masyarakat. 
C. Antropologi Hukum 
1. Pengertian Antropologi 
Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti "manusia", dan 
logos yang berarti ilmu.
32
 Kata antropologi dalam bahasa Inggris yaitu 
“anthropology” yang didefinisikan sebagai the social science that studies the 
origins and social relationships of human beings atau the science of the structure 
and functions of the human body.
33
  yaitu (ilmu sosial yang mempelajari asal-usul 
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 Wawan, Definisi antropologi, lihat di http://wawan-satu.blogspot.com/2011/11/definisi-
antropologi.htmldiakses tanggal 19 November 2019. 
33
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dan hubungan sosial manusia atau Ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh 
manusia). Antropologi juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia, 
khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan 
kepercayaannya pada masa lampau.  Menurut Koentjaraningrat antropologi adalah 
ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka 
warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa 
pengertian seperti yang telah dikemukakan, dapat disusun suatu pengertian yang 
sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang 
manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, 
tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu 
dengan yang lainnya berbeda-beda.
34
 
2. Pengertian Pendekatan Antropologi 
Dalam dunia ilmu pengetahuan makna dari istilah pendekatan adalah 
sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan 
memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. 
Bersamaan dengan itu, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang 
digunakan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara 
melihat dan  memperlakukan masalah yang dikaji. Dengan demikian, pengertian 
pendekatan atau  metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau 
cara melihat sesuatu  permasalahan yang menjadi perhatian tetapi juga mencakup 
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pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan 
pendekatan tersebut.
35
 
Islam adalah agama samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW melalui malaikat Jibril. Islam tidak hanya diperuntukkan kepada Nabi Saw, 
tetapi juga untuk umatnya (manusia). Supaya Islam dapat diterima dan ajarannya 
dipahami serta dilaksanakan oleh umat manusia, maka didalam penyampaiannya 
harus menggunakan pendekatan atau metodologi yang pas dan sesuai. Jika tidak, 
maka dikhawatirkan dalam waktu yang tidak lama Islam hanya tinggal namanya 
saja.  Hal ini perlu disadari oleh para ilmuwan muslim. Dan karena agama itu 
sangat erat hubungannya dengan manusia, maka pendekatan antropologi sangat 
penting untuk diterapkan didalam studi Islam.  
Pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang atau 
cara melihat dan memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian terkait 
bentuk fisik dan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia. 
3. Pendekatan Antropologi dalam studi Islam (Agama) 
Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan 
sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik 
keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan 
ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi 
manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata 
lain bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam 
                                                             
35 Parsudi Suparlan,“Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi”, Tradisi Baru 
Penelitian Agama Islam; Tinjauan antar Disiplin Ilmu, (Bandung: Nuansa bekerja 
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melihat suatu masalah digunakan dalam disiplin ilmu agama. Antropologi dalam 
kaitan ini sebagaimana dikatakan Dawam Raharjo, lebih mengutamakan 
pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Dari sini timbul kesimpulan-
kesimpulan yang sifatnya induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif 
sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologis. Penelitian antropologis 
yang induktif dan grounded, yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada, atau 
setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kungkungan teori-teori 
formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang 
sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang menggunakan model-model matematis, 
banyak juga memberi sumbangan kepada penelitian historis.
36
 
Antropologi, sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia, menjadi 
sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang 
manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan 
kebudayaan manusia. Dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen 
antropologi akan pemahaman tentang manusia, maka sesungguhnya antropologi 
merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya 
dengan berbagai budaya.  
Posisi penting manusia dalam Islam juga mengindikasikan bahwa 
sesungguhnya persoalan utama dalam memahami agama Islam adalah bagaimana 
memahami manusia. Persoalan-persoalan yang dialami manusia adalah 
sesungguhnya persoalan agama yang sebenarnya. Pergumulan dalam kehidupan 
kemanusiaan pada dasarnya adalah pergumulan keagamaannya. Para antropolog 
menjelaskan keberadaan agama dalam kehidupan manusia dengan membedakan 
apa yang mereka sebut sebagai 'common sense' dan 'religious atau mystical event.' 
Dalam satu sisi common sense mencerminkan kegiatan sehari-hari yang biasa 
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diselesaikan dengan pertimbangan rasional ataupun dengan bantuan teknologi, 
sementera itu religious sense adalah kegiatan atau kejadian yang terjadi di luar 
jangkauan kemampuan nalar maupun teknologi. 
Dengan demikian memahami Islam yang telah berproses dalam sejarah 
dan budaya tidak akan lengkap tanpa memahami manusia. Karena realitas 
keagamaan sesungguhnya adalah realitas kemanusiaan yang mengejawantah 
dalam dunia nyata. Terlebih dari itu, makna hakiki dari keberagamaan adalah 
terletak pada interpretasi dan pengamalan agama. Oleh karena itu, antropologi 
sangat diperlukan untuk memahami Islam, sebagai alat untuk memahami realitas 
kemanusiaan dan memahami Islam yang telah dipraktikkan-Islam that is 
practised-yang menjadi gambaran sesungguhnya dari keberagamaan manusia. 
Karena begitu pentingnya penggunaan pendekatan antropologi dalam studi Islam 
(agama), 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen 
Kabupaten Sragen 
1. Sejarah KUA Kecamatan Sragen  
Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja yang melaksanakan 
sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Sragen dibidang urusan 
agama Islam. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian 
Agama unit kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi, KUA merupakan 
salah satu unit kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen berkedudukan di 
Kecamatan Sragen. 
KUA Kecamatan Sragen terletak di wilayah Desa Sragen Wetan Kecamatan 
Sragen Kabupaten Sragen, Telepon (0271) 892785. Tepatnya di jalan Pemuda 
Nomor 08 Sragen, yang berada satu komplek dengan Kantor Kementrian Agama 
serta berdekatan dengan Rumah Dinas Bupati Sragen dan Taman Kridoanggo, 
KUA Kecamatan Sragen resmi didirikan kira-kira pada tahun 1949.
1
  
Gedung KUA Kecamatan Sragen dibangun dengan status kemilikan dari 
Sekjen BUMN dengan panjang 14,70 m dan lebar bangunan 12 m sedangkan 
bangunan dengan status milik Kementerian Agama dengan panjang 23,50 m dan 
lebar 20,00 m. Kecamatan Sragen merupakan satu dari dua puluh kecamatan yang 
berada di wilayah kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Kecamatan Sidoharjo 
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di sebelah barat, Kecamatan Ngrampal sebelah timur, Kecamatan Karangmalang 
sebelah selatan dan Kecamatan Gesi sebelah utara.  
Kecamatan Sragen berada pada titik pusat  Kota Sragen dihuni beragam etnis, 
dengan mata pancaharian yang beragam pula. Sedangkan KUA Kecamatan Sragen 
sendiri menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. Oleh 
kerena itu, wilayah kerja KUA Kecamatan Sragen memiliki penduduk musiman 
terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang berada di 
lingkungan kecamatan sragen. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah 
terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak 
terjadi di Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sragen. Mau tidak mau setiap 
aparat pemerintah terutama KUA harus pandai-pandai bersikap dalam melayani 
masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.
2
 
Visi KUA Kecamatan Sragen yaitu “Terwujudnya Keluarga Muslim yang 
Sakinah, Didukung oleh Kondisi Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa, Berilmu 
dan Beramal, Berkepribadian dan Berakhlaqul Karimah”. 
Sedangkan misinya yaitu (1) Memberikan pelayanan dalam urusan agama 
islam dan berkerukunan hidup antar umat beragama secara prima dan paripurna; (2) 
Menyelenggarakan kegiatan dan perkantoran meliputi: Dokumentasi, statistic, 
pencatatan dan pelaporan, persuratan dan kerumah tanggaan dan lintas sektoral; (3) 
Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk dan pembinaan keluarga sakinah, produk 
halal, ibadah sosial dan kemitraan umat; dan (4) Melaksanakan pembinaan 
kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah haji. 
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2. Struktur Organisasi  KUA Kecamatan Sragen  
Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan 
wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik. Struktur 
kepengurusan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 
terdiri dari Kepala KUA,  Fungsional Penghulu, Administrasi dan Bendahara. 
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten 
Sragen sebagai berikut:
3
 
Kepala KUA Kecamatan Sragen : Drs. H. Muh Fadlan Sunardi 
Fungsional Penghulu  : Suparyanto, S.H 
Administrasi    : Bambang Sugandi,S.E 
Bendahara    : Puspita Sari 
Gambar 1 
STRUKTUR ORGANISASI 
KUA KECAMATAN SRAGEN KEBUPATEN SRAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3
 Dokumen  Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen 
KEPALA KUA 
Drs. H. Muh Fadlan Sunardi 
NIP. 1965-424 199003 1 002 
FUNGSIONAL PENGHULU 
Suparyanto, S.H 
NIP. 19810605 200910 1 001 
BENDAHARA 
Puspita Sari 
ADMINISTRASI 
Bambang Sugandi, S.E 
NIP. 19760108 200501 1 001 
Pembantu Pegawai  Pencatat  
Nikah (PPN) 
1. Ali Imron 5. Sutimin 
2. Ngadiyin 6. Purwanto 
3. Bandriyo 7. Suparyanto 
4. Rokin 8.Suparyanto 
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Job Discription  
Job Discription adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak terkait 
dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan, yaitu yang berada 
dalam KUA Kecamatan Sragen sebagai berikut:
4
 
a. Kepala KUA : Drs. H. Muh Fadhlan Sunardi 
Uraian tugas : 
1) Mengatur laporan bulanan, triwulan, tahunan kemenag kota 
2) Mengatur surat permohonan buku nikah, akta nikah, lembar pemeriksaan 
nikah 
3) Mengatur surat atau undangan manasik haji 
4) Mengantar surat pembatalan nikah ke Dinas Pencatatan dan Pendudukan 
sipil 
5) Mengatur surat berita acara kerusakan buku nikah ke bimas islam 
6) Menata arsip KUA 
7) Memelihara sarana dan prasarana KUA 
b. Fungsional Penghulu : Suparyanto, S.H 
Uraian tugas : 
1) Menyusun rencana kerja tahunan & operasional kegiatan kepenghuluan 
2) Memimpin pelaksanaan akad nikah atau rujuk melalui proses menguji 
kebenaran syarat dan rukun nikah atau rujuk dan menetapkan legalitas 
akad nikah atau rujuk  
3) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah atau tauliyat wali hakim  
4) Memberikan kotbah, nasihat, doa nikah atau rujuk  
5) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah atau rujuk 
6) Mengidentifikasi keluarga pra sakinah  
7) Membentuk kader pembina keluarga sakinah 
8) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah  
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9) Koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan kepada 
kepala Kemenag kota Surakarta 
c. Pegawai Pencatat Nikah : tiap Desa memiliki PPN (Moden) 
Uraian tugas : 
1) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi 
pendaftaran kehendak nikah atau rujuk. 
2) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin 
3) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah atau rujuk 
4) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah atau rujuk dan 
mempublikasikan melalui media 
5) Mengumpulklan data kasus pernikahan  
d. Administrasi : Bambang Sugandi, S.E 
Uraian tugas : 
1) Menerima, mengagenda, dan melakukan entry ata surat masuk 
2) Menerima, mengagenda dan melakukan entry data surat keluar 
3) Melayani dan melakukan input data legalisir buku nikah  
4) Melayani dan melakukan input data duplikat buku nikah  
5) Melayani dan melakukan input data rekomendasi nikah  
6) Melakukan input data tanah wakaf, tempat ibadah dan data cerai talak 
dan cerai gugat 
e. Bendahara : Puspita Sari 
Uraian tugas : 
1) Menyiapkan bahan program keuangan KUA 
2) Menyiapkan dan memeriksa surat/dokumen/data keuangan KUA 
3) Menyiapkan program anggaran dan pelaporan keuangan KUA. 
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B. Persepsi Masyarakat Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama 
di Kecamatan Sragen 
1. Akad Nikah di Luar KUA dalam Persepsi KUA 
a. Kepala KUA 
Akad nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang yang 
ingin menghalalkan pasangannya. Peraturan tentang pernikahan serta prosedur 
pernikahan telah diatur dalam peraturan baik dalam bentuk UU, Intruksi maupun 
Peraturan Mentri Agama (PMA). Ketentuan ini semua bertujuan untuk 
mengakomodir agar tidak terjadinya kerancuan dalam pelaksanaannya serta 
untuk menyelaraskan bagi setiap orang muslim dalam melaksanakan pernikahan, 
sehingga keteraturan administrasi bisa terwujud dengan baik. 
Perihal pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam KHI Pasal 28 yang 
menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali 
nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Tapi, 
dalam KHI tidak mengatur tentang tempat pelaksanaan akad nikah. Kehadiran 
PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bertujuan untuk 
melengkapi dari pasal 28 dalam KHI tersebut. Mengenai tempat pelaksanaan 
akad nikah diatur pada pasal 21 Ayat (1) dan (2) PMA No 11 Tahun 2007 
Tentang Pencatatan Nikah yang pada Ayat (1) menegaskan bahwa akad nikah 
dilaksanakan di KUA. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan juga bahwa akad 
nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atas persetujuan PPN dan permintaan 
calon pengantin. Tujuan dari pasal ini yaitu untuk mengoptimalisasikan fungsi 
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KUA sebagai balai nikah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA 
Kecamatan Sragen sebagai berikut:
5
 
“Prinsip PMA No. 11 Tahun 2007 bahwa pernikahan harus dilaksanakan di 
KUA, adalah merupakan upaya optimalisasi fungsi KUA sebagai Balai Nikah 
dan mempermudah proses verifikasi sebelum dilaksanakan pencatatan 
pernikahan. Optimalisasi KUA sebagai Balai Nikah bagi umat Islam juga 
mempertegas bahwa KUA sebagai satuan kerja memiliki unit kerja yang 
meliputi pembinaan berbagai agama, tetapi hanya sebagai unit kerja yang 
sekedar unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masayarakat 
Islam yang bertugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementrian Agama 
Kota/Kab dibidang urusan agama Islam.”(Wawancara dengan Bapak Drs. H. 
Muh Fadlan Sunardi selaku Kepala KUA Kecamatan Sragen, tanggal 2 
Oktober 2019 Pukul 09.30) 
 
Standar kerja KUA dalam peraturan secara operasional prosedur 
pelaksaanya jika mengacu kepada peraturan PMA No 11 tahun 2007 Tentang 
Pencatat Nikah bertempat di KUA. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat lebih 
berkeinginanan jika dilaksanakan di rumah masing-masing. Hal ini berkaitan 
dengan tradisi mensyiarkan pernikahan, sehingga kami harus mengakomodir 
kepentingan masyarakat. Kondisi ini diakui oleh Kepala KUA Kecamatan 
Sragen sebagai Berikut:
6
 
“saya setuju jika akad nikah dilakukan di luar KUA. Namun kembali ke hati 
nurani kami sebagai pelaksana peraturan idealnya standar operasional prosedur 
pelaksanaannya di kantor. Tapi kami juga harus mengakomodasi aspirai publik, 
karena pelayanan KUA itu berbeda dengan pelayanan publik yang lain. Disini 
berkaitan dengan nilai agama, nilai adat istiadat, tradisi dan bercampur dengan 
peraturan yang berlaku, sehingga kami harus mengakomodir semua kepentingan 
masyarakat”.(Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Fadlan Sunardi selaku 
Kepala KUA Kecamatan Sragen, tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 09.30) 
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Drs. H. Muh 
Fadlan Sunardi, beliau mengatakan setuju jika pelaksanaan Akad nikah di 
                                                             
5 Bapak Muh Fadlan Sunardi, Kepala KUA Kecamatan Sragen, Wawancara pribadi, Tanggal 02 
Oktober 2019 Pukul 09.30. Dikutip dengan ijin. 
6 Ibid 
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lakukan di luar KUA namun, karena nikah tidak hanya berhubungan dengan 
hukum Negara dan agama saja,melainkan berhubungan dengan kebudayaan 
wilayah setempat. 
b. Fungsional Penghulu 
Dalam penerapanya, yang paling banyak terjadi bahwa mayoritas 
masyarakat tidak memahami ketentuan pasal 21 ayat (1), yang menjadi tradisi 
dimasyarakat bahwa pernikahan dilakukan  di luar KUA. Ini menunjukan bahwa 
ketentuan pasal 21 ayat (2) lebih efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini 
disebabkan karena akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama dan 
norma hukum saja melainkan berhubungan dengan budaya, klenik serta adat-
adat yang telah menjadi suatu hal yang melekat pada masyarakat. Sebagaimana 
yang disampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sragen sebagai berikut:
7
 
“Sebenarnya kalau Pasal itu memang menjelaskan bahwa pernikahan itu harus 
dilakukan di KUA. Namun ada budaya yang tidak bisa dihilangkan bahwa 
masyarakat lebih memilih  nikah di luar KUA. Jadi pernikahan itu berkenaan 
dengan peraturan ini harus dicatat, kalau kaitannya dengan agama. Maka, 
harus lengkap rukun dan syarat, kalau berkaitan dengan budaya biasanya 
adatnya itu dino iki, kalau klenik lebih ekstrim lagi, kalau tidak hari itu 
pernikahan tidak bisa dilaksanakan,makanya kalau melihat yang demikian 
memang pada Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan akad nikah bahwa akad nikah 
dilaksaankan di KUA. Ketentuan ini dibantu dengan Ayat 2 yang menegaskan 
akad nikah bisa dilaksanakan di luar KUA atas permintaan mempelai dan atas 
persetujuan PPN. Ketentuan inilah yang jadi pedoman kita sehingga 
pernikahan dapat dilaksanakan di KUA dan di luar KUA. Jadi yang berkenaan 
dengan agama, klenik, budaya dan peraturan keempat hal ini bisa terpenenuhi 
semua.” (Wawancara dengan Bapak Suparyanto selaku Fungsional Penghulu 
KUA Kecamatan Sragen, Tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 10.30) 
 
                                                             
7
 Bapak Suparyanto, Fungsional Penghulu KUA Kecamatan Sragen, Wawancara pribadi, Tanggal 
02 Oktober 2019 Pukul 10.30 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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Meskipun dalam PMA tersebut telah mengatur tentang pelaksanaan akad 
nikah di luar KUA. Tetapi, peraturan tersebut belum mengakomodir terkait 
tentang prosedur pelaksanaan akad nikah di KUA, Karena berbeda ketika akad 
nikah dilaksanakan di KUA dan di luar KUA. Jika akad nikah dilaksanakan di 
luar KUA maka pihak KUA harus hadir sedangkan, dalam ketentuan PMA 
tidak mengatur tentang prosedur akad nikah di luar KUA. Sebagaimana yang 
diutarakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sragen sebagai berikut:
8
 
“saya sangat setuju dengan Akad Nikah dilakukan di luar kantor namun, 
karena nikah di luar kantor selama ini tidak ada peraturannya . Mestinya kalau 
peraturan belum ada, pelaksanaan akad nikah harus dikantor semua. Selama 
ini yang menjadi polemik yaitu tentang biaya pencatatan nikah dan biaya 
pelaksanaan akad nikahnya. Jadi menurut pandangan saya, kita masih 
menganut pada hukum yang ada. Bagaimana persoalannya ketika ternyata 
masyarakat maunya pencatatan di luar kantor atau diluar jam kerja sedangkan 
hal itu ga ada peraturannya,akhirnya harus ada kebijakan. Jika selama ini 
KUA masih mengabulkan permohonan di luar kantor,itu karena mengakomodir 
aspirasi publik. Memang disyariatkan pernikahan itu agar diramikan, 
kemudian dilaksanakan di mesjid-mesjid atau mengundang sebagian banyak 
orang. Jadi menurut pandangan kami peraturan Pemerintah mengatur tentang 
biaya pencatatan nikah ada yang kurang, jadi peraturan tersebut juga harus 
mengatur tentang bagaimana pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA” 
(Wawancara dengan Bapak Suparyanto selaku Fungsional Penghulu KUA 
Kecamatan Sragen, tanggal tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 10.30) 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Suparyanto, beliau menyatakan 
sangat setuju apabila akad nikah dilakukan di luar KUA saja namun, karena 
pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA kekurangan PMA dalam mengatur 
proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA terutama mengenai biaya 
pelaksanaannya. PPN sebagai pelayanan publik memiliki kewajiban untuk 
melayani aspirasi masyarakat, karena memang pernikahan merupakan hak dari 
                                                             
8 Bapak Suparyanto, Fungsional Penghulu KUA Kecamatan Sragen, Wawancara Pribadi, Tanggal 
02 Oktober 2019 Pukul 10.30 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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masyarakat dalam pelaksanannya. PPN hanya hadir untuk memenuhi tugasnya 
sebagai dari pemerintah dalam mengamati, mengawasi serta mencatat proses 
akad nikah saja. 
c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) 
Kebudayaan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 
bermasyarakat, budaya dalam akad nikah merupakan suatu rangkaian yang 
dianggap sakral, disetiap daerah tentu memiliki pembeda dalam 
pelaksanaannya. Berbeda lagi jika kita berbicara tentang adat jawa (kejawen). 
Dalam perjalanannya meskipun masyarakat lebih memilih melaksanakan akad 
nikah di luar KUA. Namun, tetap saja kepala KUA  menyarankan  agar 
pelaksanaan  akad nikah dilakukan di KUA, karena hal ini  sudah  menjadi 
ketentuan dari pemerintah, berkaitan dengan  masyarakat memilih 
pelaksanaanya di luar KUA. Maka dapat dikabulkan oleh PPN karena 
mengingat PMA Pasal 21 Ayat (2) membolehkan. Tapi  ketentuan ini banyak 
mendatangkan problematika dalam implementasinya. Sebagaimana hasil 
wawancara dengan PPPN KUA Kecamatan Sragen beliau mengatakan bahwa:
9
 
“saya tidak setuju jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA, karena Sudah 
menjadi ketentuan pemerintah  bahwa pada Pasal 21 ayat (1) bahwa akad  
nikah di KUA dan pada ayat (2) menjelaskan  bahwa pernikahan diluar KUA  
bisa dilaksanakan atas persetujuan  PPN KUA. Kami tetap menyarankan agar 
akad nikah  dilaksanakan di KUA. Apalagi  hal ini berkaitan dengan  
gratifikasi. Tapi seandainnya tetap ingin akad nikah  dilakukan di luar KUA  ya 
kami tetap melaksanakan diluar”. (Wawancara dengan Bapak Ali Imron selaku 
PPPN KUA Kecamatan Sragen, tanggal tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 10.30) 
 
                                                             
9
 Bapak Ali Imron, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Wawancara 
Pribadi, Tanggal 03 Oktober 2019 Pukul 10.30 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh PPPN KUA Kecamatan Sragen, 
beliau mengatakan bahwa:
10
    
“pelaksanaan akad nikah di luar KUA menurut saya kurang setuju. Banyak 
konsekuensi yang dihadapai oleh PPN, apalagi jika sudah diluar jam kantor. 
(Wawancara dengan Bapak Ngadiyin  selaku PPPN KUA Kecamatan Sragen, 
tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 09.30) 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh 
Bandriyo, sebagai berikut: :
11
    
“Sebenarnya  begini mas, akad nikah boleh dilaksanakan  di luar dengan 
persetujuan PPN. Namun, karena masalah gratifikasi  maka, bagi yang ingin 
melangsungkan akad nikah diluar KUA harus membuat surat permohonan 
untuk mencegah tuduhan gratifikasi. Menurut mereka  sama aja di KUA dengan 
di luar KUA sama saja biayanya. Bahkan jika di KUA biayannya lebih mahal  
dikarenakan harus menyewa transportasi  untuk keluarga  yang harus hadir ke 
KUA”. (Wawancara dengan Bapak Bandriyo selaku PPPN KUA Kecamatan 
Sragen, tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 09.30) 
Standar kerja PPN dalam peraturan secara operasional prosedur 
pelaksanaanya mengacu kepada peraturan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang 
Pencatatan Nikah bertempat di KUA. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat 
lebih berkeinginan jika dilaksanakan di rumah masing-masing. Hal ini 
berkaitan dengan tradisi mensyiarkan pernikahan, sehingga kami harus 
mengakomodir kepentingan masyarakat. Kondisi ini diakui oleh PPPN Bapak 
Rokin:
12
 
                                                             
10 Bapak Ngadiyin, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Wawancara 
pribadi,  Tanggal 03 Oktober 2019 Pukul 09.30. Dikutip dengan ijin. 
11 Bapak Bandriyo, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Wawancara 
pribadi,  Tanggal 03 Oktober 2019 Pukul 09.30. Dikutip dengan ijin. 
12 Bapak Rokin, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Wawancara 
pribadi,  Tanggal 04  Oktober 2019 Pukul 08.30. Dikutip dengan ijin. 
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“sesungguhnya nurani kami sebagai pelaksana peraturan idealnya standar 
operasional prosedur pelaksanaanya di kantor. Tapi menurut saya sangat 
setuju jika pelaksanaannya di rumah masing masing karena kami sebagai 
pemberi pelayanan harus mengakomodasi aspirasi publik, karena pelayanan di 
KUA itu berbeda dengan pelayanan publik yang lain. Disini berkaitan dengan 
nilai agama, nilai adat istiadat, tradisi dan bercampur dengan peraturan yang 
berlaku. Sehingga kami harus mengakomodir semua kepentingan 
masyarakat”(Wawancara dengan Bapak Rokin selaku PPPN KUA Kecamatan 
Sragen, tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 08.30) 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan 
Bapak Purwanto selaku PPPN KUA Kecamatan Sragen sebagai berikut:
13
 
 “KUA lembaga Pemerintah sama seperti lembaga yang lain yaitu melayani 
kebutuhan publik tapi dalam menjalankan tugasnya berbeda dengan lembaga 
Pemerintah yang lain. Jadi perlu diketahui bahwa pelayanan di KUA 
merupakan akulturasi budaya, agama dan adat. Misalnya tentang tradisi jawa 
yaitu weton atau primbon. Hal tersebut tidak diakomodir oleh Negara. Memang 
sulit bagi Negara mengakomodir hal itu, tergantung pada kebijakan KUA”. 
(Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku PPPN KUA Kecamatan Sragen, 
tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 10.30) 
Hal yang sama juga disampaikan oleh PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Bapak Sutimin, beliau mengatakan:
14
 
“saya sangat setuju pelaksanaan Akad Nikah dilakukan di luar KUA. Karena 
secara umumm tidak ada masalah, sebagai aparatur pemerintah dibidang 
layanan masyarakat berkewajiban untuk memberikan layanan optimal. Hanya 
persetujuan pemerintah melalui kepala KUA untuk dilaksanakan pernikahan di 
luar KUA tidak dibarengi dengan bea operasional, sehingga banyak 
menimbulkan penyimpangan-penyimpangan”.(Wawancara dengan Bapak 
Sutimin selaku PPPN KUA Kecamatan Sragen, tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 
10.00) 
Dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan, secara keseluruhan PPPN 
KUA Kecamatan Sargen setuju jika akad nikah dilakukan di luar KUA. Karena 
                                                             
13 Bapak Purwanto, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Wawancara 
pribadi,  Tanggal 04  Oktober 2019 Pukul 10.30. Dikutip dengan ijin. 
14
 Bapak Sutimin, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Wawancara 
pribadi,  Tanggal 04  Oktober 2019 Pukul 10.00. Dikutip dengan ijin. 
51 
 
nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja, 
melainkan berhubungan dengan kebudayaan wilayah setempat, sehingga sulit 
untuk dipaksakan pelaksanaan akad nikah di KUA. Akan tetapi, jika akad 
nikah dilaksanakan di luar KUA akan menimbulkan banyak konsekuensi yang 
dihadapi PPN yaitu berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak 
mempelai, kendala diperjalanan, serta fasilitas untuk menunjang aktifitas PPN 
yang melaksanakan tugas di luar KUA. 
2. Akad Nikah di Luar KUA dalam Persepsi Tokoh Masyarakat 
a. Ketua Takmir Masjid 
PMA No 11 tahun 2007 mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di 
KUA, namun ada pengecualian bisa dilakukan di luar KUA. Tetapi, 
kebanyakan warga lebih memilih akad nikah di rumah mereka masing-masing. 
Karena pernikahan syarat dengan budaya, apalagi jika berbicara tentang 
budaya kejawen. Kebanyakan masyarakat jawa jika melaksanakan akad nikah 
dirumah atau dimasjid dengan hari yang telah ditentukan berdasarkan hitungan 
jawa yaitu hitungan weton atau primbon. Kondisi seperti ini tidak bisa 
dilepaskan begitu saja, menanggapi PMA tersebut oleh Takmir Masjid 
mengatakan bahwa:
15
 
“gini mas, terkadang masyarakat ini tidak melihat peraturan seperti itu, kalau 
mau nikah syarat dengan adat kejawen. Jadi jadwal hari nikahnya itu tidak 
menentu.kadang-kadang kita akad nikah pagi-pagi sekali ada juga sore-sore, 
karena sudah dihitung dengan adat jawa seperti weton atau primbon. 
Kebiassaanya itu tidak bisa diganti kalau sudah hari itu ya harus hari itu 
gakbisa dipindahkan. Kalau hari minggu misal KUA libur, terus nikah dimana 
                                                             
15
 Drs. Moh. Sarjoko Eko Purwanto, Takmir Masjid,  Wawancara pribadi, Tanggal 12 Oktober 
2019 Pukul 16.00 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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kalau gak di luar KUA. Kalau memang nikah di KUA berarti KUA sabtu dan 
minggu harus buka gak boleh libur”. (Wawancara dengan S E selaku Takmir 
Masjid, Tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 16.00) 
 
Secara ekonomis dana yang dihabiskan jika akad nikah di KUA dan di luar 
KUA sama saja, bahkan kemudahan dirumah bisa dirasakan dari aspek 
transportasi, kenyamanan, serta tingkat khidmat dalam pernikahan bisa 
dirasakan. Takmir Masjid beliau mengatakan bahwa:
16
 
“saya lebih enak di masjid karena biaya ke KUA dan di masjid sama saja, 
selain itu dimasjid ada dianjurkan oleh Rasul. Kalau ke KUA kita kan harus 
menyiapkan mobil, makanan yang akan kita bawa ke KUA. Yah mendingan 
dirumah atau dimasjid makanan sudah disiapkan dan gak perlu siapakan 
transportasi. Saudara yang jauh bisa hadir jadi gak perlu rame-rame ke KUA. 
Selain itu kalau di masjid kan kita dapat barokahnya masjid, doa dan tetangga 
serta Kyai”.(Wawancara dengan S E selaku Takmir Masjid, Tanggal 12 
Oktober 2019 Pukul 16.00) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak S E selaku 
Takmir Masjid beliau menilai bahwa akad nikah di KUA dan di luar KUA ada 
nilai-nilai positifnya. Disatu sisi beliau berpendapat bahwa Pemerintah 
menganjurkan akad nikah di KUA memiliki tujuan penting yaitu untuk 
menghindari terjadinya gratifikasi serta mengoptimalkan fungsi KUA. 
Menurutnya bahwa PMA tersebut memang telah mengatur tentang anjuran 
akad nikah di KUA. Namun, keinginan warga juga tidak bisa dihilangkan, 
karena pernikahan merupakan kebutuhan setiap orang termasuk juga tempat 
pelaksanaan akad. Sehingga kebutuhan masyarakat tidak bisa di acuhkan 
dengan peraturan yang berlaku. 
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b. Ketua Rukun Tetangga 
Akad nikah merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, karena 
merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan. Akad nikah 
merupakan suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan 
pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan, 
dengan mengucapkan shigat akad nikah yakni ijab qabul.akad nikah 
berdasarkan PMA ayat (1) dilakukan di KUA sedangkanayat (2) bisa 
dilakukandi luar KUA Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak T:
17
 
“menurut saya lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar kantor, 
karena jika dilaksanakan di KUA justru ribet, bawa keluarga, nyewa 
mobil. Biasanya yang terjadi di masyrakat kalau ada saudara yang 
memiliki hajat maka keluarga yang dari luar dearah mesti akan datang 
dan mengadakan pesta yang meriah. Untuk menghemat waktu dan biaya 
lebih baik akad nikah dilaksanakan di rumah dengan mendatangkan 
penghulu atau PPN dan memberikan upah kepada PPN karena telah 
berkenan untuk datang”(Wawancara dengan T  selaku Ketua RT Desa 
Sragen Wetan, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 09.00) 
 
Berbeda dengan yang diungkapkan oleh RT Desa Sragen Wetan 
Kecamatan, beliu mengatakan bahwa:
18
 
“pada dasarnya mau nikah di KUA atau di luar KUA itu sama saja yang kita 
dapatkan adalah sah nya akad nikah secara syaria’at. Namun, tiap keluarga 
kan memiliki kebutuhan masing-masing. Ada yang mampu tapi ingin nikah di 
KUA saja sudah cukup, ada yang keluarga biasa biasa saja tapi 
inginmerayakan acara pernikahan yang meriah dengan mengadakan adat 
istiadat.kalau saya sih lebih memilih nikah di KUA dan mengadakan syukuran 
kecil-kecilan dengan mengundang tetangga sebagai bentuk rasa bersyukur. 
(Wawancara dengan Bapak W selaku RT Desa Sragen Tengah  Kecamatan 
Sragen, tanggal tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 10.30) 
                                                             
17 Tugirin, Ketua RT Desa Sragen Wetan, Wawancara pribadi, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 
09.00 WIB. Dikutip dengan ijin. 
18 Bapak Wagiyo, RT Desa Sragen Tengah Kecamatan Sragen, Wawancara Pribadi, Tanggal 02 
Oktober 2019 Pukul 10.30 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak RT diatas, bahwa pelaksanaan 
akad nikah baik dilakukan di KUA maupun di luar KUA pada dasarnya yang 
didapatkan adalah sah secara syari’at. Mengenai adat istiadat dan kesakralan 
itu dikembalikan ke masyarakat itu sendiri, jika suatu masyarakat adat istiadat 
dan masih melakukan tradisi seperti pada leluhur untuk meminimalisir biaya 
mereka mengundang KUA untuk datang ke tempat acara. Sedangkan bagi 
masyarakat yang tidak menganut tradisi dan lebih memilih yang praktis mereka 
melakukan akad nikah di KUA saja. 
 
c. Ketua Rukun Warga 
. Dalam PMA memang secara normatif telah diatur bahwa akad nikah 
dapat dilakukan di luar KUA, namun ketentuan tersebut tidak diikuti dengan 
peraturan tentang biaya operasional bagi PPN jika ada warga yang ingin akad 
nikah di luar KUA. Sehingga kelemahan dalam operasional kerja PPN di luar 
KUA sulit untuk terlaksana. Disamping itu masyarakat sendiri juga memiliki 
budaya memberi atau bershodaqoh kepada orang lain.apalagi orang tersebut 
telah memberikan bantuan terhadap mereka. Kondisi ini sering kali dirasakan 
oleh PPN jika menghadiri akad nikah di rumah warga. Pada sisi lain warga 
menggagap pemberian kepada PPN atau penghulu sudah menjadi sewajarnya 
dan sudah menjadi tradisi.  Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 
M:
19
 
“saya merasa tidak masalah kasih uang ke pegawai KUA dan melaksanakan 
akad nikah di rumah, menurut saya sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah 
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 Marjoko, Ketua RW Desa Sragen Wetan, Wawancara pribadi, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 
09.00 WIB. Dikutip dengan ijin. 
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jadi kebudayaan kita. Kita suruh dia datang untuk akad nikah dirumah apa 
salahnya kita memberi sedikit, paling tidak untuk ganti uang bensin. Saya 
anggep sedekah, itu juga untuk menghargai waktunya mau datang kerumah 
kita. Apalagi kemarin itu warga saya menikah hari minggu, sedangkan orang-
orang tua sudah itung-itungan weton dan gak boleh diganti hari lain. 
Alhamdulillah pak KUA nya mau datang, kalau gak ya ga jadi nikah saya, jadi 
wajar-wajar saja kalau menurut saya ngasih uang”(Wawancara dengan M  
selaku Ketua RW Desa Sragen Wetan, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 09.00) 
 
Dalam PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 2 
dijelaskan bahwa Pegawai Pencatatan Nikah yang selanjutnya di sebut PPN 
adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan 
pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, serai gugat dan 
melakukan bimbingan perkawinan. Kehadiran PPN merupakan tindak lanjut dari 
pencatatan nikah yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Sehingga PPN 
berfungsi bertanggung jawab terhadap peristiwa pernikahan yang berlangsung 
dibawah yuridiksinya. Akad nikah berdasarkan PMA tersebut mengharuskan 
PPN untuk hadir pada setiap berlangsungnya akad nikah. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh RW Desa Sragen Wetan Kecamatan Sragen Bapak S:
20
 
“Berdasarkan PMA No 11 tahun 2007 pasal 17 ayat (1) akad nikah harus 
dilaksanakan dihadapan PPN,dalam kaitannya pelaksanaan akad nikah harus 
dilakukan dihadapan PPN, karena salah satu tugas PPN adalah melakukan 
pengawasan atas pernikahan yang dilakukan oleh seseorang apakah sudah 
sesuai syari’at dan kenegaraan sehingga layak untuk dicatat dalam berkas 
negara atau tidak.(Wawancara dengan Bapak S selaku RW Desa Sragen 
Tengah  Kecamatan Sragen, tanggal tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 10.30) 
 
 
Jika dilihat ketentuan yang berlaku memang pada dasrnya standar kerja 
PPN dilaksanakan di KUA meskipun ada peraturan yang membolehkan 
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pelaksanaan diluar KUA. Pelaksanaan di luar KUA merupakan alternatif jika 
memang diperlukan. Akibatnya jika kebutuhan aktivitas kerja KUA yang tidak 
memadai mengakibatkan masalah yang ditimbulkan oleh sebagian orang dengan 
anggapan negatif. Hal ini dirasakan oleh RW Desa Sragen Wetan Kecamatan 
Sragen Bapak S:
21
 
“selama ini dituduh oleh penegak hukum bahwa KUA dianggap menerima 
pemberian pemohonan layanan itu adalah secara aturan negara. Tapi kalau 
kita melihat norma adat dan budaya hal itu tidak dianggap sebuah 
kesalahan.bahkan mereka sangat berterima kasih dan kami menganggap itu 
merupakan nilai nilai budaya dan adat ketimuran”.(Wawancara dengan Bapak 
S selaku RW Desa Sragen Tengah Kecamatan Sragen,  tanggal 2 Oktober 2019 
Pukul 10.30) 
 
Problematika dalam PMA terkait dengan pelaksanaan akad nikah di Luar 
KUA yaitu berkaitan dengan pembiayaan operasional bagi PPN dalam 
melakukan proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA, karena memang tidak 
bisa dipungkiri bahwa KUA tidak mendapatkan dana operasional pelaksanaan 
di luar KUA dan selama ini biaya operasional datang dari masyarakat. Mereka 
tidak mempermasalahkan hal itu. Secara prosedur pelaksanaan akad nikah 
sama saja baik di KUA maupun di luar KUA. 
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3. Akad Nikah di Luar KUA dalam Persepsi Orang tua dan Pengantin 
a. Orang tua  
Pelaksanaan akad nikah tidak bisa dipisahkan dari tradisi, bagi sebagian 
orang akad nikah dirumah sudah menjadi tradisi bagi mereka sebagaimana 
yang disampaikan oleh Orang tua pengantin. Beliau mengatakan bahwa:
22
 
“Memang tradisi kita kalau mau akad nikah ya dirumah. Kita punya rumah 
ngapain ke KUA lagi pula kan banyak yang hadir dari saudara-saudara kita, 
warga sekitar, kalau ke KUA apa muat,lagian kalau di KUA kita nambah biaya 
banyak untuk transportasi yang mau ikut. Ribet mas urusannya kalau begitu, 
belum lagi udah dandan cantik-cantik terus akadnya di KUA kalau dirumah kan 
gampang udah disediakan air minum, makanan, tempat pokonya lebih nyaman. 
Lagi pula kalau di KUA kita harus keluar uang banyak untuk 
transportasi”.(Wawancara dengan Ibu R selaku Orang tua Pengantin, Tanggal 
4 Oktober 2019 Pukul 09.00) 
 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Orang tua Calon pengantin sebagai 
berikut:
23
 
“saya lebih memilih pelaksanaan akad nikah di rumah mas,karena dirumah 
bisa terhindar dari gosip-gosip yang gak enak, lagi pula di rumah bisa dilihat 
banyak saudara dan tetangga. Sehingga orang banyak tau kalau saya sudah 
menikahkan anak saya, nanti kalau nikah di KUA, tetangga gak pada tau dan 
tiba-tiba ditanya kok tinggal serumah sudah menikah ta, kita kan jadi malu 
sendiri.” (Wawancara dengan Ibu E selaku Orang tua calon pengantin, 
Tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 16.00) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat orang tua pengantin yang 
merupakan pendatang di wilayah kecamatan Sragen, beliau mengatakan:
24
 
“saya lebih nyaman kalau akad nikah dilaksanakan di rumah,tanpa datang ke 
KUA. Walaupun saya bukan asli orang sini, namun warga disini dengan suka 
rela membantu untuk persiapan acara pernikahan anak kami. Karena jika 
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 Ibu Retno, Orang tua pengantin, Wawancara pribadi, Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 09.00 
WIB. Dikutip dengan ijin. 
23 Endang Susilowati, Orang tua calon pengantin, Wawancara Pribadi, Tanggal 07 Oktober 2019 
Pukul 16.00 WIB. Dikutip dengan ijin. 
24
 Ibu Ana, Orang tua pengantin, Wawancara pribadi, Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 09.00 WIB. 
Dikutip dengan ijin 
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dilakukan di KUA banyak persepsi negatif nanti yang akan muncul, karena 
kenapa hanya dilakukan di KUA saja, padahal pernikahan seharusnya di 
umumkan secara terang-terangan”. (Wawancara dengan Ibu A selaku Orang 
tua pengantin pendatang, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 16.00) 
 
Pernyataan dari Ibu A diatas tersebut menggambarkan bahwa selain 
untuk disaksikan oleh saudara dan tetangga, tujuan lain akad nikah dirumah 
yaitu untuk menghindari sangkaan yang tidak baik terhadap mempelai yang 
disebabkan tidak ada berita tentang akad nikah yang dilaksanakan oleh pihak 
mempelai. Akibatnya timbul pertanyaan-pertanyaan dari warga setempat.  
Pada sisi lain, akad nikah dilangsungkan di KUA juga memiliki kesan 
negatif bagi sebagian warga. Hal ini yang mengakibatkan kebanyakan warga 
lebih memilih akad nikah di luar KUA baik itu dirumah maupun dimasjid. Hal 
ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu  R:
25
 
“kalau akad di KUA kurang enak mas, ada omongan gak enak, masyarakat 
kadang anggapannya negatif, biasanya nikah di KUA dianggap hamil duluan 
atau poligami jadi lebih enak dirumah”.(Wawancara dengan Ibu R selaku 
Orang tua Pengantin, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 09.00) 
 
Menurut Bapak A S selaku orang tua pengantin bahwa prasangka buruk 
dari warga terhadap pernikahan yang berlangsung di KUA bisa saja terjadi. 
Namun, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tiap keluarga.
26
 
“tentang image jelek hal itu bisa saja terjadi,namun mau nikah di KUA dan 
diluar KUA sesuai dengan kebutuhan dari masing masing keluarga kita kan gak 
bisa memaksakan nikah di luar KUA jika memang tidak ada biaya untuk 
resepsi. Jaman sekarang kalau nikah tidak resepsi menjadi gunjingan 
masyarakat, namun jika memilih yang terbaik untuk menghindari halhal yang 
tidak baik maka nikah di luar KUA menjadi hal yang paling 
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aman.”(Wawancara dengan A S selaku orang tua pengantin, tanggal 06 
Oktober 2019 Pukul 14.30 WIB) 
 
Apa yang dikatakan oleh Bapak A S sama halnya dengan apa yang 
dikatakan oleh Bapak S:
27
 
“image negatif sih tidak ada hanya saja ada beberapa orang merasa tidak puas 
sehinga pernikahan dirasakan kurang sakral kalau akad nikah di KUA. Kesan 
jelek itu tergantung dari mempelai saja. Memang sebagian warga 
berpendapatan seperti itu. Tapibagi saya tidak ada anggapan seperti itu. Bagi 
saya yang terpenting adalah sah menurut syariat”.(Wawancara dengan S 
selaku orang tua calon pengantin, tanggal 08 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB) 
 
Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat memilih nikah di luar 
KUA karena merupakan faktor budaya untuk menghindari prasangka negatif 
dari masyarakat itu sendiri serta dipengaruhi oleh faktor kemudahan 
pelaksanaanya untuk menghadirkan orang banyak untuk menyaksikan proses 
berlangsungnya akad nikah sehingga  banyak masyarakat melangsungkan akad 
nikah di luar KUA. 
Namun, ada juga masyarakat yang melakukan akad nikah di KUA dan 
mengabaikan prasangka buruk dari masyarakat karena sejatinya menikah yang 
terpenting adalah sah sesuai syariat. 
b. Pengantin 
Akad nikah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan 
yang menjadi standar suatu wilayah masing-masing. Untuk memperlancar dan 
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mempermudah proses akad nikah, sebagaimana yang diutarakan oleh 
Pengantin, beliau mengatakan bahwa:
28
 
“Secara pribadi saya lebih memilih akad nikah di rumah, karena di rumah lebih 
kelihatan berkesandan sakral. Kalau di KUA kurang begitu berkesan dan 
kurang puas. Kalau dirumah bisa disaksikan oleh orang banyak, bisa 
disaksikan oleh tetangga dan saudara-saudara kita. Kita nikah kan sekali biar 
berkesan di rumah, kalau di KUA kita repot nyiapkan kendaraan terus ngajak 
orang-orang, jadi kalau di rumah menurut saya lebih gampang”.(Wawancara 
dengan A M selaku Pengantin, Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 09.00) 
 
Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dari Mas G R. Beliau 
menilai bahwa tidak ada masalah jika akad nikah di KUA dan menurutnya 
biayanya lebih murah dan tidak menghabiskan biaya banyak.
29
 
“kalau saya akad nikah di KUA gak masalah, hanya saja kalau di KUA kan gak 
bisa disaksikan oleh banyak orang, sama tetangga dan saudara kita. Namun 
bagi saya akad di KUA terlebih dahulu,kemudian dalam pelaksanaan resepsi 
dilaksanakan di lain hari”. (Wawancara dengan G R, selaku Pengantin, 
Tanggal 06 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB) 
 
 
Menurut Mbak A, aspek lain yang dirasakan bahwa jika pelaksanaan 
akad nikah dilakukan di KUA. Maka, banyak warga ynag tidak tahu sehingga 
jadi perbincangan kalau kita nikah karena sudah hamil terlebih dahulu. 
Disamping itu menurut kelebihan akad nikah nikah di rumah bagi KUA bahwa 
mereka dapat mengetahui apakah yang menjadi wali nikah benar-benar wali 
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yang sah menurut syari’at karena bisa saja jika diKUA mempelai mengubah 
statusnya.
30
 
“disini kalau nikah di KUA kan gak bisa rame-rame jadi yang ikut kesananya 
hanya keluarga deket dan warga lain gak tau kalau kita nikah, sehingga jadi 
bahan gosip. Kita digosipkan nikah karena kecelakaan. Jadi kalau menurut 
saya lebih baik dirumah, sehingga pak KUA itu kan bisa jelas kalau ini 
saksinya bukan bayaran, walinya asli bukan palsu, kan bisa saja kalau saya 
nipu saya bawa ke KUA wali palsu dia kan gak tau. Jadi kalau menurut saya 
lebih aman dan nyaman di rumah”.(Wawancara dengan A M selaku Pengantin, 
Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 09.00 WIB) 
 
Dari Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, akad nikah 
dilakukan di KUA maupun di luar KUA itu merupakan kebutuhan dari tiap tiap 
masing pengantin, jika pernikahan ingin menggunakan adat istiadat maka akad 
nikah lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Namun, ada juga 
masyarakat yang melakukan akad nikah di KUA dan mengabaikan prasangka 
buruk dari masyarakat karena sejatinya menikah yang terpenting adalah sah 
sesuai syariat. 
 
c. Calon Pengantin 
Akulturasi antara budaya dan agama tidak dapat dipisahkan tidak sedikit 
orang yang melaksanakan akad nikah diikuti pula dengan tradisi yang berlaku 
di wilayahnya. Akad nikah merupakan hal yang sakral sehingga dibutuhkan 
kenyamanan dan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaannya. Kebanyakan 
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masyarakat Kecamatan Sragen lebih memilih akad nikah dirumah masing-
masing, calon pengantin, beliau mengatakan bahwa:
31
 
“kalau saya lebih memilih dirumah, kalau dirumah kan lebih nyaman bisa 
langsung akad nikah dan resepsi, kalau di KUA kita datang terus dipertemukan 
di akad selesai dan tidak berkesan, kalau dirumah bisa sekaligus dengan adat 
dan kalau dirumah juga bisa kelihatan lebih sakral sekaligus ada resepsi yang 
bisa dijalankan. Intinya tidak ribet dan bisa dilihat sama saudara dan 
tetangga”.(Wawancara dengan H selaku  Calon Pengantin, tanggal 7 Oktober 
2019 Pukul 15.15) 
 
Selain kemudahan yang dipertimbangkan, bahwa akad nikah yang 
dilakukan di rumah juga memiliki kesan yang positif bagi sebagian warga, 
sehingga tujuan untuk mensyiarkan nikah bisa terlaksana jika akad nikah 
dilakukan dirumah masing-masing mempelai. Berbeda dengan haknya akad 
nikah di KUA sebagian masyarakat merasa kesulitan menghadirkan orang 
banyak untuk dapat menyaksikan proses berlangsungnya akad nikah tersebut. 
Sejalan dengan yang dikatakan oleh Mas H:
32
 
“pandangan jelak memang ada, kadang dianggap nikah karena hamil duluan 
atau poligami. Jadi nikahnya gak mau disaksikan orang banyak karena 
nikahnya di KUA padahal sebenarnya gak seperti itu, itu anggapan masyarakat 
saja.(Wawancara dengan H selaku  Calon Pengantin, tanggal 7 Oktober 2019 
Pukul 15.15) 
 
 
Berbeda pendapat diatas, beberapa masyarakat lain memilih menikah di 
KUA. Sebagaimana wawancara dengan Mas D K, beliau mengatakan bahwa:
33
 
“kalau bagi saya pribadi ga ada masalah dengan image tersebut,saya 
melangsungkan akad nikah di KUA karena saya menghemat budget saja, 
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daripada uang yang ada untuk resepsi,saya memilih untuk digunakan setelah 
saya menikah nanti toh dari 2 keluarga kami tidak mempermasalahkan bahwa 
tidak ada resepsi di acara pernikahan nanti, hanya syukuran kecilkecilan saja. 
Saya tidak memusingkan anggapan dari masyarakat bahwa nikah di KUA 
selalu identik dengan image yang negatif. Kami menyadari saja bahwa mau 
nikah di KUA dan diluar KUA kembali lagi kebutuhan masing masing 
keluarga”.(Wawancara dengan D K selaku Calon pengantin, tanggal 08 
Oktober 2019 Pukul 16.30 WIB) 
 
Dari Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, akad nikah 
dilakukan di KUA maupun di luar KUA itu merupakan kebutuhan dari tiap tiap 
masing pengantin, jika pernikahan ingin menggunakan adat istiadat maka akad 
nikah lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Namun  jika hanya ingin 
yang biasa biasa saja maka nikah dilakukan di KUA. 
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BAB IV 
ANALISIS 
A. Persepsi Masyarakat pada Pelaksanaan Akad Nikah  di Luar Kantor Urusan 
Agama di Wilayah Kecamatan Sragen 
Pada dasarnya akad nikah di KUA dan di Luar KUA tidak berpengaruh 
terhadap sah  atau tidaknya suatu pernikahan,  yang menjadi tolak ukur sahnya suatu 
pernikahan yaitu kesesuaian dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika 
sudah terpenuhi rukun dan syarat nikah maka, pernikahan tersebut dinyatakan sah. 
Tapi, jika berbicara masalah kenegaraan hal tersebut belum dinyatakan sempurna 
jika belum dicatatkan. Karena pencatatan merupakan ketentuan syarat yang 
dipelopori oleh Pemerintah. Ijab dan Kabul dalam pernikahan merupakan unsur 
utama karena termasuk kedalam rukun nikah. Filosofi yang dapat diambil bahwa ijab 
dan kabul seakan-akan memberikan kesan serah terima tanggung jawab serta penentu 
status seseorang, sehingga nilai kesakralan terasa ketika ijab dan kabul selesai. 
Terkait dengan tempat pelaksanaan akad nikah, Pemerintah pada prinsipnya 
telah mengatur agar akad nikah dilaksanakan di KUA meskipun ada alternatif lain. 
Namun, berdasarkan data dari informan Kepala KUA, Fungsional Penghulu dan 
PPPN bahwa secara keseluruhan lebih memilih akad nikah dilakukan di luar  KUA, 
karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama saja, 
melainkan berhubungan dengan kebudayaan wilayah setempat, sehingga sulit untuk 
dipaksakan pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, jika akad nikah dilaksanakan di 
luar KUA akan menimbulkan banyak konsekuensi yang dihadapi PPN yaitu 
berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak mempelai, kendala 
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diperjalanan, serta fasilitas untuk menunjang aktifitas PPN yang melaksanakan tugas 
di luar KUA. 
Sedangkan berdasarkan informan dari Tokoh Masyarakat yang terdiri dari 
Takmir Masjid menyatakan bahwa akad nikah di KUA dan di luar KUA ada nilai-
nilai positifnya yaitu, Pemerintah menganjurkan akad nikah di KUA memiliki tujuan 
penting yaitu untuk menghindari terjadinya gratifikasi serta mengoptimalkan fungsi 
KUA. Sedangkan akad nikah dilakukan di KUA merupakan keinginan masyarakat 
yang tidak bisa dihilangkan, karena pernikahan merupakan kebutuhan setiap orang 
termasuk juga tempat pelaksanaan akad nikah Sehingga kebutuhan masyarakat tidak 
bisa di acuhkan dengan peraturan yang berlaku. 
Menurut informan RT dan RW menyatakan bahwa letak problematika dalam 
pelaksanaan akad nikah di Luar KUA yaitu berkaitan dengan pembiayaan 
operasional bagi PPN dalam melakukan proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA, 
karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa KUA tidak mendapatkan dana 
operasional pelaksanaan di luar KUA dan selama ini biaya operasional datang dari 
masyarakat. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Secara prosedur pelaksanaan 
akad nikah sama saja baik di KUA maupun di luar KUA. 
Informan dari Orangtua Pengantin maupun Calon Pengantin mengatakan 
melakukan akad nikah di luar KUA karena merupakan faktor budaya untuk 
menghindari prasangka negatif dari masyarakat itu sendiri serta dipengaruhi oleh 
faktor kemudahan pelaksanaanya untuk menghadirkan orang banyak untuk 
menyaksikan proses berlangsungnya akad nikah sehingga  banyak masyarakat 
melangsungkan akad nikah di luar KUA. Namun, ada juga masyarakat yang 
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melakukan akad nikah di KUA dan mengabaikan prasangka buruk dari masyarakat 
karena sejatinya menikah yang terpenting adalah sah sesuai syariat. 
Sedangkan informan Pengantin maupun Calon Pengantin merasakan akad 
nikah di luar KUA maupun di KUA itu merupakan kebutuhan dari tiap tiap masing 
pengantin, jika pernikahan ingin menggunakan adat istiadat maka akad nikah lebih 
baik dilakukan di rumah masing-masing.namun, jika hanya ingin yang biasa biasa 
saja maka nikah dilakukan di KUA. 
Meskipun dalam PMA telah diatur bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. 
Pada kenyataanya masyarakat lebih memilih Pasal 21 Ayat (2) yang mengizinkan 
masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Hal ini disadari oleh PPN 
dan PPPN bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan nikah di KUA. Karena 
akad nikah bagi masyarakat merupakan akulturasi antara agama dan budaya, 
sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi jawa. Kekuatan adat ini 
tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa 
nilai adat sangat sakral bahkan tidak bisa diubah apabila sudah ditentukan oleh 
ketentuan adat menurut Ibu Retno bahwa pelaksanaan akad nikah di luar KUA dapat 
disertai dengan prosesi adat sehingga nilai budaya dan agama dapat dirasakan, 
sehingga kesan sakral tidak hilang. 
Bagi sebagian informan merasakan bahwa akad nikah di luar KUA 
merupakan suatu tradisi. Sehingga akad nikah yang dilaksanakan di rumah terasa 
khidmat dapat dirasakan kesakralannya dan berbeda jika akad dilaksanakan di KUA. 
Memang menurut salah satu informan yaitu Drs. Moh. Sarjoko Eko Purwanto bahwa 
menanggapi PMA Pasal 21 Ayat (1) dan (2) beliau menilai bahwa dalam ketentuan 
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Pasal tersebut memiliki nilai-nilai posotif. Nilai positif bagi KUA yaitu dengan 
kehadiran PMA Pasal 21 Ayat (1) dapat menjaga wibawa KUA serta dapat 
mengoptimalisasikan KUA sebagai tempat pencatat nikah. Pada sisi yang lain tidak 
dapat dihilangkan bahwa masyarakat masih terikat dengan hukum adat. Sehingga 
kehadiran PMA Pasal 21 Ayat (2) bisa menjadi alternatif jika masyarakat lebih 
memilih di luar KUA. 
Faktor budaya sangat berpengaruh dalam penerapan suatu peraturan. Dapat  
dilihat bahwa pasal 21 ayat (2) seakan-akan  tidak menjadi suatu pilihan bahkan telah 
menjadi suatu prioritas. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan merupakan 
kebutuhan begitu juga dengan tempat pelaksanaan akad nikah yang merupakan suatu 
kebutuhan yang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Jika itu termasuk kedalam 
kebutuhan  masyarakat maka, Pemerintah tidak dapat membatasi  waktu dan tempat. 
Jika memang pernikahan harus dilakukan di KUA  hal ini berarti  KUA  tetap  
bekerja pada hari libur, karena mengingat terkadang masyarakat banyak yang 
menikah  pada hari libur. 
Selain mengandung nilai agama dan budaya, akad nikah memiliki nilai 
kesakralan yang menjadikan pernikahan tersebut sangat berharga sehingga 
dibutuhkan tempat  yang dapat menggambarkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, 
masyarakat lebih memilih akad nikah di rumah di masjid atau gedung pernikahan, 
dengan tujuan  untuk mendapatkan kesan dan suasana yang lebih dari acara tersebut. 
Selain akad nikah di luar  KUA  merupakan sebagai bentuk tradisi. Pada 
aspek yang lain bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA memberi  image yang 
berbeda bagi sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat, merasa bahwa pernikahan 
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di KUA membawa image negative bagi pihak mempelai. Namun, tidak semua 
masyarakat berpikiran seperti itu. Anggapan  yang muncul yaitu bahwa  jika menikah 
di KUA  tanpa  disaksiakan orang  banyak agar tidak diketahui aibnya. Hal ini diakui 
oleh informan.  
Dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih 
memilih akad nikah di luar KUA, antara lain: (1) Faktor kenyamanan; (2) 
Tradisional/adat; (3) Lebih berkesan; (4) Lebih sakral; (5) Dapat disaksikan banyak 
orang; (6) Lebih mudah; (7) Tidak perlu sewa kendaraaan; (8) Bisa menjalankan 
ritual adat; (9) Terhindar dari image negative;  dan (10) Dapat sekaligus resepsi 
pernikahan. 
 
B. Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen 
Menurut Antropologi Hukum 
Antropologi  hukum dalam hal ini melihat bagaimana keberlakuan hukum 
dimasyarakat terhadap hukum tersebut. Kajian antropologi hukum dengan KUA 
adalah untuk menganalisa masalah yang terjadi antara KUA, masyarakat dan 
hukum. Kehadiran KUA sebagai instansi yang melayani pernikahan bagi umat 
Islam dirasakan sangat bermanfaat dalam menjalankan syari’at Islam di Indonesia. 
Kehadirannya memberi paradigma baru bahwa eksistensi hukum Islam di 
Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan negara. Konsep 
ini juga dijelaskan dalam asas Negara Indonesia yaitu pancasila pada sila pertama 
yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berketuhan yang maha 
Esa. Prinsip ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. 
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Hal yang paling mendasar dalampelaksanaan hukum Islam di Indonesia 
adalah perihal perkawinan, karena ini menyangkut hubungan yang paling pokok 
dalam kehidupan manusia. Pemerintah sebagai salah satu penguasa yang memiliki 
hak dalam menjaga stabilitas pelaksanaan hukum dimasyarakat. Hal ini yang 
paling utama yaitu bagaimana cara mengakomodir hukum yang telah dijalankan 
oleh masyarakat. Cara utama yang perlu dilakukan yaitu dengan membentuk suatu 
peraturan dan instansi/lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam 
menjalankan tugasnya seseuai aturan tersebut. 
KUA merupakan perwujudan dari kepedulian Pemerintah dalam menjaga 
eksistensi hukum Islam dan ketertiban hukum yang berkembang dimasyarakat 
dalam perihal perkawinan, dengan dikepalai oleh pegawai pencatat nikah (PPN). 
Maka, Pemerintah telah menentukan tugas-tugas pokok terkait pencatatan nikah 
yang telah ditentukan dalam PMA. Pencatatan nikah adalah suatu proses 
pencatatan peristiwa nikah yang didokumentasikan dan diawasi oleh PPN. 
Akad nikah merupakan hal yang bersifat sakral bagi setiap individu. 
Pernikahan tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yaitu aspek budaya, agama 
dan Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pernikahan. Peraturan tentang 
pernikahan telah dibentuk oleh Pemerintah guna untuk mengakomodir setiap 
pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam. 
Peraturan Mentri dalam perjalanannya banyak dijumpai kendala-kendala 
salah satunya yaitu tentang akad nikah yang dilakukan di luar KUA, disatu sisi 
Peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan nikah di KUA. Namun, temuan 
penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih 
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nikah di luar KUA, hanya beberapa orang saja yang melaksanakan di KUA. Data 
dari KUA sekecamatan Sragen tahun 2018 jumlah pelaksanaan akad nikah 448 
pernikahan. Akad nikah di luar KUA pada Kecamatan Sragen mencapai 267, akad 
nikah di KUA 181 pernikahan. Pada 2017 jumlah pernikahan sebanyak 642, akad 
nikah di luar KUA 329 dan akad nikah di KUA 313 sedangkan pada tahun 2016  
jumlah pernikahan sebanyak 487, akad nikah di luar KUA 322 dan akad nikah di 
KUA 165. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungan 
masyarakat Kecamatan Sragen lebih memilih akad nikah di luar KUA. 
Pelaksanaan akad nikah di luar KUA bagi sebagian masyarakat sudah 
menjadi suatu tradisi dan kebiasaan jika akad nikah dilaksanakan di rumah 
masing-masing, sehingga dapat disadari bahwa mengenai permasalahan tempat 
tergantung kepada warga masing-masing. Pemerintah telah jauh mengambil suatu 
tindakan dalam mengatur tempat pernikahan. Jika yang dinilai merupakan 
optimalisasi dari KUA itu sendiri. Maka, yang dibutuhkan yaitu seperangkat 
kebutuhan yang menunjang rasa keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang 
berakad nikah. Artinya bahwa Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus 
memberi sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses akad nikah di KUA 
agar tetap terasa sakral. 
PPPN Kecamatan Sragen menganggap bahwa Pasal 28 memberi peluang jika 
seseorang yang ingin melaksanakan akad nikah bisa memilih di KUA atau di luar 
KUA. Ketentuan ini bertujuan untuk memberi kebebasan terhadap masyarakat 
dalam pelaksanaan akad nikah. Namun meskipun Pemerintah telah memeberi 
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peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan  akad nikah di luar KUA , 
ketentuan ini tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. 
Kantor Urusan Agama sebagai perwujudan dan kepedulian Pemerintah 
dalam menjaga eksistensi hukum Islam dan ketertiban hukum yang 
berkembang dimasyarakat dalam hal perkawinan, dengan adanya problematika 
dalam pelaksanannya jika, dikaji dalam aspek sosiologi hukum Islam. Maka, 
menunjukan suatu pandangan bahwa masalah tersebut dikarenakan gesekan 
antara lembaga, masyarakat dan hukum. 
Peraturan yang dibuat hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat 
diamati didalam masyarakat, antara lain seperti budaya masyarakat. Hal ini 
menunjukan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan di luar hukum.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan dibagian sebelumnya, 
akhirnya penelitian ini sampai pada tahap pengambilan kesimpulan. Sebagai hasil 
dari penelitian ini, dapat diketahui jawaban dari rumusan masalah yang telah 
disampaikan penulis di depan sebagai berikut: 
1. Persepsi masyarakat pada pelaksanaan Akad Nikah  diluar Kantor Urusan 
Agama di wilayah Kecamatan Sragen; Pertama,  Berdasarkan peraturannya akad 
nikah dilaksanakan di KUA dengan disaksikan oleh PPN, tapi KUA memiliki 
kebijakan jika masyarakat ingin melaksanakan di luar KUA maka diperbolehkan 
dengan persetujuan PPN. Pada dasarnya nikah tidak hanya berhubungan dengan 
hukum negara dan gama saja, namun berhubungan juga dengan budaya wilayah 
setempat sehingga sulit dipaksakan untuk melakukan akad nikah di KUA. 
Namun pelaksanaan akad nikah di luar KUA menimbulkan banyak konsekuensi 
untuk PPN yaitu berhubungan dengan tranportasi, ketepatan jam bagi pihak 
mempelai, kendala diperjalanan serta fasilitas dari Pemerintah untuk menunjang 
aktivitas PPN yang bertugas di luar KUA. 
Kedua, mayoritas masyarakat memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. 
Hal ini dipengaruhi faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaanya serta 
menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih 
memilih akad nikah di luar KUA daripada di KUA, hal ini dapat dibuktikan 
berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun sebelumnya yaitu 2018 
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jumlah pelaksanaan akad nikah 448 pernikahan. Akad nikah di luar KUA pada 
Kecamatan Sragen mencapai 267, akad nikah di KUA 181 pernikahan. Pada 
2017 jumlah pernikahan sebanyak 642, akad nikah di luar KUA 329 dan akad 
nikah di KUA 313 sedangkan pada tahun 2016  jumlah pernikahan sebanyak 
487, akad nikah di luar KUA 322 dan akad nikah di KUA 165. 
2. Pelaksanaan Akad Nikah diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen 
menurut Sosiologi Hukum Islam 
Hasil temuan data dari penelitian yang didapatkan dari Pelaksanaan akad nikah 
di luar KUA bagi sebagian masyarakat sudah menjadi suatu tradisi dan 
kebiasaan jika akad nikah dilaksanakan di rumah masing-masing, sehingga dapat 
disadari bahwa mengenai permasalahan tempat tergantung kepada warga 
masing-masing. Pemerintah telah jauh mengambil suatu tindakan dalam 
mengatur tempat pernikahan. Jika yang dinilai merupakan optimalisasi dari 
KUA itu sendiri. Maka, yang dibutuhkan yaitu seperangkat kebutuhan yang 
menunjang rasa keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang berakad nikah. 
Dalam artinya bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memberi sara 
dan prasarana yang dapat menunjang proses akad nikah di KUA agar tetap terasa 
sakral. 
B. Saran 
1. Pemerintah harus lebih teliti dalam membuat regulasi, karena perihal pernikahan 
tidak hanya berhubungan dengan normahukum, norma agama melainkan 
berkaitan dengan budaya masyarajat. Dimana nilai budaya itu lebih kuat 
dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku. Disamping itu juga diperlukan 
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kejelasan dari Pemerintah terkait dengan biaya transportasi, bagi PPN 
dalammelayani masyarakat di luar KUA atau jam kerja. Jika Pemerintah ingin 
masyrakat melaksanakan akad nikah di KUA maka, langkah yang harus dilakukan 
yaitu, Pertama, perlunya kejelasan peraturan tentang biaya keperluan bagi PPN 
dalam menjalankan tugas di luar KUA. Kedua, karena ini berkaitan dengan 
budaya masyarakat yang sungkan jika mengundang seseorang untuk membantu 
kelangsungan acara yang menjadi tujuannya. Maka Pemerintah perlu menjelaskan 
besaran yang bisa dikatakan gratifikasi. Ketiga, sosialisasi kepada masyrakat 
terkait tugas, fungsi serta biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pencatat 
nuikah. Dari ketiga hal ini dapat membantu dari tidak terjadi gratifikasi. 
2. Kantor Urusan Agama harus memberikan layanan yang lebih baik lagi dan 
memberikan beberapa keuntungan bagi para calon pengantin yang bilamana mau 
menikah di kantor, agar minat masyarakat menikah di kantor menjadi lebih 
meningkat. 
3. Masyarakat harus mengetahui bahwa tugas PPN adalah mencatatkan peristiwa 
pernikahan. Sehingga diluar ketentuan PMA bukanlah menjadi wewenang dari 
KUA. Disamping itu bagi warga yang ingin melaksanakan akad nikah di luar 
KUA harus melihat kondisi waktu yang dimiliki oleh petugas KUA, sehingga 
tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas petugas 
KUA dan bagi KUA lebih berusaha untuk mengoptimalkan KUA sebagai tempat 
untuk melangsungkan akad nikah. 
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Sumber Website 
http://wawan-satu.blogspot.com/2011/11/definisi-antropologi.html diakses pada 19 
November 2019 
 http://www.xamux.com/eng-ind_anthropology.html diakses tanggal 19 November2019. 
 
Lampiran : 1 
PEDOMAN PERTANYAAN 
 
No. Tujuan Informan Pertanyaan Umum Sub. Pertanyaan 
1. Untuk mengetahui 
persepsi 
masyarakat pada 
pelaksanaan Akad 
Nikah  diluar 
Kantor Urusan 
Agama di wilayah 
Kecamatan Sragen 
Ketua 
KUA, PPN 
dan PPPN 
Pelaksanaan Akad 
Nikah di luar 
Kantor Urusan 
Agama menurut 
persepsi 
masyarakat 
a. Bagaimana pelaksanaan 
Akad Nikah di KUA? 
b. Bagaimana pelaksanaan 
Akad Nikah di luar 
KUA? 
c. Mengapa Bapak lebih 
suka, bilamana akad 
nikah dilakukan di luar 
kantor? 
d. Bagaimana 
pandanganbapak jika ada 
calon pengantin 
mendaftarkan nikah di 
luar kantor? 
e. Menurut Bapak lebih 
memilih nikah di KUA 
atau di luar KUA? 
f. Apakah ada patokan 
biaya dari KUA jika 
melakukan Akad Nikah 
di luar KUA? 
g. Dalam pelaksanaanya 
Akad Nikah banyak 
dilakukan di KUA atau 
diluar KUA? 
h. Apa yang menjadi 
kendala jika Akad Nikah 
dilakukan di luar KUA? 
Masyarakat 
dan Tokoh 
Masyarakat 
Pelaksanaan Akad 
Nikah di luar 
Kantor Urusan 
Agama menurut 
persepsi 
masyarakat 
a. Anda memilih 
melakukan Akad Nikah 
di KUA? Alasan? 
b. Anda memilih 
melakukan Akad Nikah 
di luar KUA? Alasan? 
c. Apakah ada perbedaan 
Akad Nikah di KUA dan 
di luar KUA? 
d. Apakah alasan 
kesakralan yang menjadi 
faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah 
di luar KUA? 
e. Bagaimana pendapat 
anda tentang 
pelaksanaan Akad Nikah 
di KUA? 
f. Bagaimana pendapat 
anda tentang 
pelaksanaan Akad Nikah 
di luar KUA? 
g. Apa yang menjadi 
perbedaan pelaksanaan 
Akad Nikah di KUA dan 
di luar KUA? 
h. Bagaimana jika 
pelaksanaan Akad Nikah 
yang dilakukan di 
masjid? 
2. Untuk mengetahui 
pelaksanaan Akad 
Nikah diluar 
Kantor Urusan 
Agama Kecamatan 
Sragen menurut 
antropologi hukum 
Ketua 
KUA, PPN 
dan PPPN, 
Masyarakat 
dan Tokoh 
Masyarakat 
Pelaksanaan Akad 
Nikah di luar 
Kantor Urusan 
Agama menurut 
antropologi Hukum  
a. Bagaimana secara teori 
sosiologi hukum Islam 
tentang pelaksanaan 
akad nikah di KUA? 
b. Bagaimana secara teori 
antropologi hukum 
tentang pelaksanaan 
akad nikah di luar 
KUA? 
c. Apakah ada 
ketimpangan sosial jika 
pelaksanaan akad nikah 
dilakukan di KUA? 
d. Bagaimana hukum Islam 
mengatur tentang 
pelaksanaan tempat 
Akad Nikah? 
e. Apakah adat istiadat 
menjadi alasan utama 
dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
f. Faktor apa yang 
melatarbelakangi 
melakukan Akad Nikah 
di luar KUA? 
 
 
 
  
Lampiran 2 
DAFTAR INFORMAN 
A. Pegawai KUA Kecamatan Sragen 
No. Nama Jabatan 
1. Drs. H. Muh Fadlan Sunardi Kepala KUA  
2. Suparyanto, S.H Fungsional Penghulu 
3. Ali Imron  PPPN Desa Sragen Kulon 
4. Suparyanto PPPN Desa Sragen Tengah & Sragen Wetan 
5. Ngadiyin PPPN Desa Nglorog 
6. Bandriyo PPPN Desa Tangkil 
7. Rokin PPPN Desa Sine 
8. Sutimin PPPN Desa Kedungpit  
9. Purwanto PPPN Desa Karang Tengah 
 
B. Tokoh Masyarakat 
No. Nama Jabatan 
1. Drs. Moh. Sarjoko Eko Purwanto Takmir Masjid 
2. Tugirin Ketua Rukun Tetangga Sragen Wetan 
3. Wagiyo Ketua Rukun Tetangga Sragen Tengah 
4. Supri Ketua Rukun Warga Sragen Tengah 
5. Marjoko Ketua Rukun Warga Sragen Wetan 
6. Retno Orang tua Pengantin 
7. Ana Orang tua Pengantin 
8. Amat Sachur Orang tua Pengantin 
9. Endang Susilowati Orang tua Calon Pengantin 
10. Sunarno Orang tua Calon Pengantin 
11. Anis Munawaroh Pengantin 
12. Gilang Riyoki Pengantin 
13. Hariyanto Calon Pengantin 
14. Deby Kiswantoro Calon Pengantin 
 
Lampiran 3 : Transkip Wawancara 
Transkip Wawancara 1 
Hari/ Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Drs. H. Muh Fadlan Sunardi 
Jabatan : Kepala KUA 
Waktu  : 09.30 – 10.00  WIB 
Tempat : KUA Kecamatan Sragen 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Berdasarkan prinsip PMA No. 11 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan 
akad nikah harus dilaksanakan di KUA sebagai upaya optimalisasi 
fungsi KUA sebagai Balai Nikah dan mempermudah proses 
verifikasi sebelum dilaksanakan pencatatan pernikahan. 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  saya setuju jika akad nikah dilakukan di luar KUA. Namun 
kembali ke hati nurani kami sebagai pelaksana peraturan idealnya 
standar operasional prosedur pelaksanaannya di kantor. 
Pewawancara Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber Kalau buat saya saya mau nikah di KUA atau di luar KUA ndak 
masalah. Kami harus mengakomodasi aspirai publik, karena 
pelayanan KUA itu berbeda dengan pelayanan publik yang lain. 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Banyak mas. Dari ketepatan waktu, tidak ada akomodasi dari 
KUA ke tempat mempelai, dan masalah teknis lainnya. 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Alasan utama sih tidak. Namun kebanyakan masyarakat lebih 
memilih melakukan akad nikah di luar KUA, ada faktor-faktor 
yang lain, seperti kenyaman, transportasi, biaya justru lebih besar. 
Pewawancara Apakah ada ketimpangan sosial jika pelaksanaan akad nikah 
dilakukan di KUA? 
Narasumber Sebagian besar iya. Kebanyakn masyarakat yang melakukan akad 
nikah di luar KUA mereka menggunakan adat istiadat dan 
mengadakan resepsi. Hal tersebut menunjukan bahwa mereka 
memiliki harta yang lebih 
Transkip Wawancara 2 
Hari/ Tanggal : Rabu, 02 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Suparyanto, S.H 
Jabatan : Fungsional Penghulu 
Waktu  : 10.30 – 11.00  WIB 
Tempat : KUA Kecamatan Sragen 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) menjelaskan akad nikah bahwa 
akad nikah dilaksaankan di KUA. Ketentuan ini dibantu dengan 
Ayat 2 yang menegaskan akad nikah bisa dilaksanakan di luar 
KUA atas permintaan mempelai dan atas persetujuan PPN. 
Sebenarnya kalau Pasal 1  memang menjelaskan bahwa 
pernikahan itu harus dilakukan di KUA. Namun ada budaya yang 
tidak bisa dihilangkan bahwa masyarakat lebih memilih  nikah di 
luar KUA. 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  saya sangat setuju dengan Akad Nikah dilakukan di luar kantor 
namun, karena nikah di luar kantor selama ini tidak ada 
peraturannya sehingga menjadi polemik. 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Saya setuju saja karena memang disyariatkan pernikahan itu agar 
diramikan. 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Akad Nikah di luar KUA kekurangan PMA dalam mengatur 
proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA terutama mengenai 
biaya pelaksanaannya. 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Salah satu nya iyaa. Namun masih banyak faktor lain. 
Pewawancara Apakah ada ketimpangan sosial jika pelaksanaan akad nikah 
dilakukan di KUA? 
Narasumber Sudah pasti iya. Namanya masyarakat terdiri dari berbagai lapisan. 
 
 
Transkip Wawancara 3 
Hari/ Tanggal : Rabu, 3 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Ali Imron 
Jabatan : PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Waktu  : 10.30 – 11.00  WIB 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Pelaksanaan akad nikah ya bisa dilakukan di dua tempat, KUA 
dan dirumah catin mas. 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  Ya saya pribadi lebih senang di KUA mas, sesuai  PMA pasal 21 
ayat (1) 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Ya boleh-boleh saja  to, asal berkas-berkas sudah komplit, ya kita 
siap  laksanakan. 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Ya banyak mas, contohnya jaraknya tempuh dari KUA 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  YA bisa jdi mas, lha wong adatnya orang jawa. 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 4 
Hari/ Tanggal : Rabu, 3 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Bandriyo 
Jabatan : PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Waktu  : 09.30 – 10.00  WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Ya seperti biasa mas, akad nikah bisa dilakukan di KUA maupun 
di rumah calon pengantin 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  Kalo saya tergantung aja mas, suka-suka aja 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Sebenarnya ya gak apa-apa mas, tapi banyak konsekuensinya 
mas, rawan gratifikasi 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Tranportasi. 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Ya mas , menjadi pedoman masyarakat turun menurun 
Transkip Wawancara 5 
Hari/ Tanggal : Kamis, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Rokin 
Jabatan : PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Waktu  : 08.30 – 09.00  WIB 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Pada dasarnya di kantor KUA mas. 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  Secara hati nurani memilih di rumah pribadi sih mas. 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Ya boleh saja mas, soalnya berkaitan dengan nilaiagama, nilai 
budaya mas. 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Ketepatan waktu sih. KUA suka nya keburu-buru. 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Ya mas, itu jadi penentu 
 
 
 
 
 
 
  
Transkip Wawancara 6 
Hari/ Tanggal : Jum’at, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Purwanto 
Jabatan : PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Waktu  : 10.30 – 11.00  WIB 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Pelaksanaan ya sesuai ketentuan mas 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  Saya suka dua-duanya mas 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Oh senang-senag saj mas kalu bagi kami selaku PPPN 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Tidak ada akomodasi dari lembaga sih mas 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Sangat menjadi alas an mas, bahkan bisa dikatakan sebagai dasar 
pegangan bagi masyarakat, mulai dari pemilihan weton dan hari 
berdasarkan primbon 
 
 
 
 
 
 
  
Transkip Wawancara 7 
Hari/ Tanggal : Jum’at, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Sutimin 
Jabatan : PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Waktu  : 10.00 – 10.30  WIB 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Pelaksanaan ya sesuai dengan ketentuan mas, bisa di kantor 
maupun KUA 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  KUA Mas 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Yasaya sangat setuju mas 
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Tidak ada sih menurut saya. 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Ya itu bisa jdi mas. Saya  sependapat saja dengan masyarakat 
setempat. 
 
 
 
 
 
 
  
Transkip Wawancara 8 
Hari/ Tanggal : Kamis, 3 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : Ngadiyin 
Jabatan : PPPN KUA Kecamatan Sragen 
Waktu  : 09.30 – 10.00  WIB 
 
Pewawancara  Bagaimana pelaksanaan Akad Nikah? 
Narasumber  Pelaksanaan ya sama seperti biasannya. 
Pewawancara  Menurut Bapak lebih suka, bilamana akad nikah dilakukan di 
KUA atau di luar kantor? 
Narasumber  Di luar KUA mas 
Pewawancara  Bagaimana pandangan bapak jika ada calon pengantin 
mendaftarkan nikah di luar kantor? 
Narasumber  Ya bagus mas, lebih bervariatif, gak melulu di KUA,  
Pewawancara Apa yang menjadi kendala jika Akad Nikah dilakukan di luar 
KUA? 
Narasumber Tranportasi. 
Pewawancara  Apakah adat istiadat menjadi alasan utama dalam pelaksaan akad 
nikah di luar KUA? 
Narasumber  Waah bisa abnget mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 9 
Hari/ Tanggal : Sabtu, 12 Oktober2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : S E 
Jabatan : Takmir Masjid  
 
Pewawancara  Apakah anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Narasumber  Tidak mas. Karena menurut sayanikah di KUA itu ribet 
Pewawancara  Apakah anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? 
Alasan? 
Narasumber  Iyaa. Menurut saya lebih enak di masjid karena biaya ke KUA dan 
di masjid sama saja, selain itu dimasjid ada dianjurkan oleh Rasul. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Ada. Yaitu terletak pada biaya transpotasi yang lebih mahal jika 
melakukan Akad Nikah di KUA lebih mahal. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Kebanyakan masyarakat jika melakukan pernikahan harus dengan 
adat kejawan, sehingga faktor kesakralan menjadi alasan 
utamanya.  
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Saya setuju dengan akad nikah di luar KUA. 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber akad nikah di KUA dan di luar KUA ada nilai-nilai positifnya. 
Kalau akad nikah di KUA memiliki tujuan penting yaitu untuk 
menghindari terjadinya gratifikasi serta mengoptimalkan fungsi 
KUA. Sedangkan keinginan warga juga tidak bisa dihilangkan, 
karena pernikahan merupakan kebutuhan setiap orang termasuk 
juga tempat pelaksanaan akad. 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 10 
Hari/ Tanggal : Jum’at, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : T 
Jabatan : Ketua RT Desa Sragen Wetan  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Anda memilih 
Narasumber  Tidak. Nikah di KUA menimbulkan persepsi negatif 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
 
Narasumber  Iyaa. menurut saya lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar 
KUA karena sekalian resepsi dan Biasanya yang terjadi di 
masyrakat kalau ada saudara yang memiliki hajat maka keluarga 
yang dari luar dearah mesti akan datang dan mengadakan pesta 
yang meriah 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
 
Narasumber  Tentu ada. Nikah di KUA tidakbisa diliat banyak saudara dan 
tetangga. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Iyaa bisa saja, karena kebiasaan turun temurun akad nikah selalu 
mengadakan adat istiadat. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Seperti yang saya ucapkan tadi, nikah di KUA menimbulkan 
persepsinegatif. 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Tentu jika dilakukan di KUA banyak omongan tetangga yang 
jelek. 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Saya lebih suka di masjid atau dirumah mas. Sama sama enak dan 
nyaman. 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 11 
Hari/ Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : W 
Jabatan : Ketua RT Desa Sragen Tengah 
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
 
Narasumber  pada dasarnya mau nikah di KUA atau di luar KUA itu sama saja 
yang kita dapatkan adalah sah nya akad nikah secara syaria’at 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Menurut saya tidak ada bedanya. Hanya faktor gengsi jika 
melakukan akad nikah di KUA. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Tiap keluarga kan memiliki kebutuhan masing-masing. Ada yang 
mampu tapi ingin nikah di KUA saja sudah cukup, ada yang 
keluarga biasa biasa saja tapi inginmerayakan acara pernikahan 
yang meriah dengan mengadakan adat istiadat.kalau saya sih lebih 
memilih nikah di KUA dan mengadakan syukuran kecil-kecilan 
dengan mengundang tetangga sebagai bentuk rasa bersyukur 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Tidak masalah yang pentimg kan sah secara syari’at. 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Iyaa faktor gengsi itu saja sih menurut saya. 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Tidak masalah sih ya.. justru itu disunahkan Rasul 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 12 
Hari/ Tanggal : Jum’at, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : M 
Jabatan : Ketua RW Desa Sragen Wetan  
 
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
 
Narasumber  Iyaa di luar KUA. Karena sesuai hitungan weton apalagi kalau 
hari weakend, otomatis kan Pegawai KUA datang ke rumah. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Kalau untuk akad nikah beda nya ya tempat saja sih. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Menurut saya iyaa. Karena kita kan orang jawa yang tetap harus 
menjaga tradisi dari leluhur. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Tidak masalah. Kebutuhan tiap orang saja mau di KUA atau di 
luar KUA. 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
 
Narasumber Pertama, tempatnya sudah jelas. Kedua, tradisi karena kalo di 
rumah melakukan banyak prosesi tradisi. 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Iyaa bagus dong.. justru Rasul lebih menganjurkan di masjid. 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 13 
Hari/ Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : S 
Jabatan : Ketua RW Desa Sragen Wetan 
 
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Anda memilih 
Narasumber  Iya di KUA.  
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Menurut saya sih tidak ada yaa, yang pentingkan sah secara 
hukum islam dan negara. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Tidak ya. Itu sih sesuai kebutuhan tiap orang. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Menurut saya gapapa karena kan PMA No 11 tahun 2007 pasal 17 
ayat (1) akad nikah harus dilaksanakan dihadapan PPN,dalam 
kaitannya pelaksanaan akad nikah harus dilakukan dihadapan 
PPN, karena salah satu tugas PPN adalah melakukan pengawasan 
atas pernikahan yang dilakukan oleh seseorang apakah sudah 
sesuai syari’at dan kenegaraan 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Bedanya sih tempat saja. 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Kalau saya sih di KUA jika memang tidak ada acara resepsi 
 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 14 
Hari/ Tanggal : Jum’at, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : R 
Jabatan : Orang tua pengantin.  
 
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  Iys di luar KUA. Karena tradisi kita kalau mau akad nikah ya 
dirumah. Kita punya rumah ngapain ke KUA lagi pula kan banyak 
yang hadir dari saudara-saudara kita, warga sekitar, 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Iya ada mas. kalau akad di KUA kurang enak mas, ada omongan 
gak enak, masyarakat kadang anggapannya negatif, biasanya 
nikah di KUA dianggap hamil duluan atau poligami jadi lebih 
enak dirumah 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Iya. Karena banyak tradisi yang harus dilakukan. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Menurut saya banyak anggep negatif. 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Iyaa saya lebih setuju itu 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Tentu tradisinya mas.. karena kalau dirumahkan banyak 
prosesnya. 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Setuju. 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 15 
Hari/ Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : E 
Jabatan : Orang tua pengantin.  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  Ya, alasannya biar terhindar dari gossip, dan berita negative, kalau 
dirumah kan banyak orang yang tau mas. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Ada mas, kalu di KUA kesannya ada yang  ditutupin, kalau 
dirumah semua tau. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Jelas mas, tapi lebih ke omongan tetangga sih intinya mas.  
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Seperti halnya pernikahan dirumah mas, namun kalu di KUA 
Kesan negative dari tetangga muncul 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sudah bagus mas, alhamdullilah dengan adanya pilihan 
menikahkan di luar kantor, kami merasa bisa mengatur waktu, 
acara dan sebagainya 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Ya kalau di KUA, waktunya terbatas mas, kalau dirumah bisa 
mengatur waktu sendiri, entah mau lanjut resepsi atau sesi foto/ 
syukuran dll. 
Transkip Wawancara 16 
Hari/ Tanggal : Jumat, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : A S 
Jabatan : Orang tua  pengantin.  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Narasumber  TIDAK 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  YA, Karena simple gak harus wira-wiri mas 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Ya, beda dari sisi kenyamanan mas 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Bisa jadi mas, tapi saya lebih ke kanyamanan dalam prosesi akad 
nikahnya 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Bagus, kalu bisa malah diakomodir waktu pelaksannannya 
disesuaikan dengan kemauan jam kita, tapi kadang waktu yg kita 
inginkan juga gak bisa dipenuhi dari pihak KUA, dengan alas an 
memang sudah ada yang pakai. 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sangat bagus, jadi lebih transparan mas, bagi kami hal itu penting 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Perbedaaan dari segi waktu, tempat suasana. 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Bagus mas, tapi menurutsaya saya lebih memilih dirumah 
 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 17 
Hari/ Tanggal : Ahad, 6 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : A 
Jabatan : Orang tua calon pengantin.  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Narasumber  TIDAK 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  IYA, karena suatu keadaan mas, sesuai hati nurani saja, lagian 
bagus kalu dirumah, semua orang tau. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Dari segi waktu, lenbih leluasa dirumah. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Bisa jadi mas, tapi saya lebih memilih diluar KUA karena sesuai 
dengan kebutuhan , memang dinKUA bebas biaya namun saya 
memiliki saudara dan rekan yang lumayan banyak, jadi alangkah 
baiknya dirumah, sekaliyan resepsi. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Setuju-setuju saja mas 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sangat setuju mas, saya sangat senang 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Wahhh banyak mas, dari segi praktis, saya lebih memilih dirumah. 
Lebih fleksibel 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Bagus mas menambah berkah malahan. 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 18 
Hari/ Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : S 
Jabatan : Orang tua calon pengantin.  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Narasumber  TIDAK 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  IYA, karena suatu keadaan mas, sesuai hati nurani saja, lagian 
bagus kalu dirumah, semua orang tau. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Dari segi waktu, lenbih leluasa dirumah. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Bisa jadi mas, tapi saya lebih memilih diluar KUA karena sesuai 
dengan kebutuhan , memang dinKUA bebas biaya namun saya 
memiliki saudara dan rekan yang lumayan banyak, jadi alangkah 
baiknya dirumah, sekaliyan resepsi. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Setuju-setuju saja mas 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sangat setuju mas, saya sangat senang 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Wahhh banyak mas, dari segi praktis, saya lebih memilih dirumah. 
Lebih fleksibel 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Bagus mas menambah berkah malahan. 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 19 
Hari/ Tanggal : Ahad, 6 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : G R 
Jabatan : pengantin  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Narasumber  TIDAK 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  IYA, karena suatu keadaan mas, sesuai hati nurani saja, lagian 
bagus kalu dirumah, semua orang tau. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Dari segi waktu, lenbih leluasa dirumah. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Bisa jadi mas, tapi saya lebih memilih diluar KUA karena sesuai 
dengan kebutuhan , memang dinKUA bebas biaya namun saya 
memiliki saudara dan rekan yang lumayan banyak, jadi alangkah 
baiknya dirumah, sekaliyan resepsi. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Setuju-setuju saja mas 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sangat setuju mas, saya sangat senang 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Wahhh banyak mas, dari segi praktis, saya lebih memilih dirumah. 
Lebih fleksibel 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Bagus mas menambah berkah malahan. 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 20 
Hari/ Tanggal : Jumat, 4 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : A. M 
Jabatan : pengantin  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di KUA? Alasan? 
Narasumber  TIDAK 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  IYA, karena suatu keadaan mas, sesuai hati nurani saja, lagian 
bagus kalu dirumah, semua orang tau. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Dari segi waktu, lenbih leluasa dirumah. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Bisa jadi mas, tapi saya lebih memilih diluar KUA karena sesuai 
dengan kebutuhan , memang dinKUA bebas biaya namun saya 
memiliki saudara dan rekan yang lumayan banyak, jadi alangkah 
baiknya dirumah, sekaliyan resepsi. 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Setuju-setuju saja mas 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sangat setuju mas, saya sangat senang 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Wahhh banyak mas, dari segi praktis, saya lebih memilih dirumah. 
Lebih fleksibel 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Bagus mas menambah berkah malahan. 
 
 
 
 
Transkip Wawancara 21 
Hari/ Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019 
Pewawancara : Sidik W Pamungkas 
Narasumber : H 
Jabatan : pengantin  
 
Pewawancara  Anda memilih melakukan Akad Nikah di luar KUA? Alasan? 
Narasumber  IYA, kalau dirumah kan lebih nyaman bisa langsung akad nikah 
dan resepsi, kalau di KUA kita datang terus dipertemukan di akad 
selesai dan tidak berkesan, kalau dirumah bisa sekaligus dengan 
adat dan kalau dirumah juga bisa kelihatan lebih sakral sekaligus 
ada resepsi yang bisa dijalankan. 
Pewawancara  Apakah ada perbedaan Akad Nikah di KUA dan di luar KUA? 
Narasumber  Dari segi waktu, lenbih leluasa dirumah. 
Pewawancara Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam 
pelaksanaan akad nikah di luar KUA? 
Narasumber Iya mas 
Pewawancara Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di 
KUA? 
Narasumber Setuju-setuju saja mas 
Pewawancara  Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan Akad Nikah di luar 
KUA? 
Narasumber  Sangat setuju mas, saya sangat senang 
Pewawancara Apa yang menjadi perbedaan pelaksanaan Akad Nikah di KUA 
dan di luar KUA? 
Narasumber Lebih nyaman dirumah mas 
Pewawancara Bagaimana jika pelaksanaan Akad Nikah yang dilakukan di 
masjid? 
Narasumber Bagus mas menambah berkah malahan. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 : Curriculum Vitae 
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